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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi
Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan
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!Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), him.123-131.
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Law B
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ABSTRAK

Judul tesis : Kesadaran  Hukum  Masyarakat  terhadap
Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar’iyah
(Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues)

Nama/NIM : Juandi/ 221010022

Pembimbing | : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Pembimbing Il: Dr. Jamhuri, MA

Kata kunci . Kesadaran hukum, perceraian

Pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues
masih ditemukan perceraian di luar sidang Mahkamah Syar’iyah
padahal dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bahwa
setiap perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh
karena itu masalah utama dalam penelitian ini adalah mengapa
masyarakat di Kecamatan Blangkejeren bercerai di luar sidang
Mahkamah Syar’iyah dan bagaimana tingkat kesadaran hukum
masyarakat Kecamatan Blangkejeren yang bercerai di depan sidang
Mahkamah Syar’iyah. Dalam penelitian diharapkan dapat
memberikan manfaat tertentu, baik secara teoritis maupun prakitis.
Adapun manfaat penelitian ini, secara teoritis bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, bagi praktisi di Mahkamah
Syar’iyah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum
sosiologis (yuridis empiris). Sifat penelitian ini adalah deskriptif
analitis, maksudnya suatu analisis data yang berdasarkan pada teori
hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang
seperangkat data yang lain. Hasil penelitian ini adalah kesadaran
masyarakat dinilai tergolong relatif tinggi, ini terbukti dari perilaku
masyarakat Kecamatan Blangkejeren yang mengurus akta cerainya.
Akan tetapi masih ada masyarakat yang enggan mengurus akta cerai
karena alasan faktor kesadaran hukum masyarakat, pemahaman
terhadap aturan hukum yang sudah tertanam sejak kecil, pemisahan
antara aturan agama dan aturan negara, memerlukan waktu yang
cukup lama, masyarakat belum paham akan manfaat bercerai di
depan sidang Mahkamah Syar’iyah, dan lemahnya kondisi ekonomi
masyarakat.
xiii



ABSTRACT

Thesis title  : Community Legal Awareness of Divorce in Front of
a Syariyah Court Session (Case Study in
Blangkejeren District, Gayo Lues Regency)

Name / Nim :Juandi/ 221010022
Supervisor | : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Supervisor Il : Dr. Jamhuri, MA

Keywords : Legal awareness, divorce

In the people of Blangkejeren District, Gayo Lues Regency, divorce
is still found outside the Syar'iyah Court even though Law no. 16 of
2019 concerning amendments to Law No.1 of 1974 concerning
marriage and the Compilation of Islamic Law has determined that
every divorce must be carried out before a court hearing. Therefore,
the main problem in this research is why people in Blangkejeren
District divorce outside the Syar'iyah Court hearing and what is the
level of legal awareness of the people in Blangkejeren District who
divorce before the Syar'iyah Court hearing. It is hoped that research
can provide certain benefits, both theoretically and practically. The
benefits of this research are theoretically useful for the development
of science, for practitioners at the Sharia Court and society. This
research uses normative legal research methods (normative juridical)
and sociological legal research (empirical juridical). The nature of
this research is analytical descriptive, meaning a data analysis based
on general legal theory applied to explain another set of data. The
results of this research are that public awareness is considered to be
relatively high, this is proven by the behavior of the people of
Blangkejeren District who take care of their divorce certificates.
However, there are still people who are reluctant to apply for a
divorce certificate due to factors such as public legal awareness,
understanding of legal rules that have been ingrained since
childhood, the separation between religious rules and state rules,
which takes quite a long time, people do not understand the benefits
of divorcing in front of a court. Syar'iyah Court, and the weak
economic conditions of the community.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesadaran hukum adalah keadaan di mana seseorang sudah
paham akan kewajiban yang harus dijalankan diri sendiri tanpa
tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada peraturan
yang sedang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah
kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran
hukum erat kaitanya dengan kepatuhan hukum akan tetapi yang
membedakannya di sini ialah dalam kepatuhan hukum ada rasa takut
terhadap pengawasan dan sangsi yang diberikan sedangkan
kesadaran hukum itu adalah tingkatan tertinggi dalam pelaksanaan
hukum. Ada atau tidaknya pengawasan, seseorang tersebut tetap
patuh terhadap peraturan yang sedang berlaku.?

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum merupakan salah
satu hal yang begitu penting dalam pembuatan peraturan, maka
sering dikatakan bahwa hukum yang dicita-citakan itu adalah
hukum yang mengikuti kehendak hati dari masyarakat, hukum yang
baik itu jika sesuai dengan hati nurani manusia, atau hukum yang
bermakna dan bekerja dalam realita sehingga hukum itu dapat
berfungsi sebagai sarana rekayasa social (social engineering)
sekaligus sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat (socisl welfare).’

Pada umumnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang
tinggi, maka akan mengakibatkan masyarakat tersebut lebih patuh
dan taat terhadap peraturan itu. Dan apabila sebaliknya jika
kesadaran dan kepatuhan masyarakat rendah, maka akan lebih sulit
untuk patuh ternadap peraturan yang sedang berlaku.*

2Jurnal Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran
Hukum Masyarakat”, Jurnal TAPIs, vol.10 no. 1, him.3.
3Syahrizal Abbas, Antologi Pemikiran Hukum Syari’ah di Aceh, (Banda
Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), him. 2.
“Soerjono Soekanto, Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
(Jakarta: Rajawali Pers, 1983), him. 8.
1



Suatu aturan bisa berjalan dengan baik apabila kesadaran
hukum pada masyarakat sudah tinggi dan selain kesadaran hukum
masyarakat yang tinggi, maka hal yang menunjang masyarakan
mematuhi aturan adalah dari pihak pemerintah yang berkewajiban
menjelaskan atau mensosialisasikan aturan yang sudah ada.

Dengan demikian masalah kesadaran hukum masyarakat
sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu aturan hukum itu
telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila masyarakat
hanya sebatas mengetahui adanya suatu ketentuan hukum maka
biasanya kesadaran hukumnya pun lebih rendah dari pada mereka
yang memahaminya, hal ini disebut dengan legal consciusnnes
atau knowledge and opinion about law.> Serta apabila aturan yang
dibuat oleh pemerintah bisa berjalan dengan efektif maka diperlukan
peran penegak hukum yakni: faktor hukumnya sendiri, penegak
hukum, fasilitas, kesadaran hukum dan budaya hukum.®

Dewasa ini kita sering ditontonkan oleh masyarakat yang
masih kurangnya kesadaran hukum, salah satu bentuk kesadaran
hukum yang masih rendah dalam masyarakat adalah mengenai
perceraian di depan sidang pengadilan Mahkamah Syar’iyah.

Perceraian dalam istilah figih Islam disebut dengan
“talaq” yang merupakan suatu hukum terkait dengan pemutusan
hubungan perkawinan. Pada dasarnya talak adalah hak yang
digunakan suami untuk menceraikan (memutuskan hubungan
perkawinan) isterinya.’

Dilihat dari segi etimologi, istilah talak berasal dari bahasa
Arab vyaitu al-itlag atau lepasnya suatu ikatan perkawinan.
Sedangkan menurut terminologi talak merupakan terlepasnya ikatan
pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya atau

SZainudin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 66.

Soerjono Soekanto, Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
(Jakarta: Rajawali Pers, 1983), him.45.

"Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian. (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), him. 128.



mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan
dengan lafal yang dikhususkan.®

Pengaturan mengenai perceraian dalam undang-undang
perkawinan terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri
tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami dan istri.°

Di Indonesia perceraian telah diatur dalam Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Intruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.
Pengadilan Agama pada dasarnya menjadi tempat bagi terjadinya
perselisihnan hukum keluarga yang terjadi diantara umat Islam.
Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, KHI memberi
wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah
perselisihan antara lain permasalahan perceraian, harta bersama,
masalah hadhanah, dan lainnya. Putusan pengadilan terhadap
perselisinan perkawinan tersebut mengikat para pihak yang
berperkara, sebagaimana kaidah hukm al-hakim mulzimun wa
yarfa 'u al-khilaf (keputusan hakim itu mengikat dan menghilangkan
perselisihan).

Dalam Pasal 114 KHI menentukan bahwa putusnya
perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena

8Jamhuri, Hak Mutlak Istri dalam Memutuskan Perkawinan (Tangerang:
Mahara Publishing, 2022), him. 31.

Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun 2019,
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal 115 KHI mengatur
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.’® Pasal 14 Peraturan
Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa
seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut
agama lIslam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat
kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan
bahwa suami bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-
alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang
untuk keperluan itu. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian itu terjadi
terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang
pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perceraian
harus dilakukan di depan sidang Mahkamah Syar’iyah dengan
mengemukakan alasan- alasan perceraian baik karena dijatuhkan
talak atau adanya gugatan perceraian dari masing-masing pihak
sehingga dapat diputus oleh hakim di persidangan. Jadi tidak
dibenarkan melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar’iyah .

Meskipun undang-undang telah mengatur tata cara proses
perceraian di Indonesia, namun masih ada beberapa masyarakat si
Kabupaten Gayo Lues yang masyarakatnya belum menaati peraturan
yang sedang berlaku, di mana terdapat masyarakat yang masih
melakukan perceraian di luar sidang Mahkamah Syar’iyah sehingga
tidak mendapat akta perceraian yang sah dari Mahkamah Syar’iyah.

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Mahkamah
Syar’iyah dapat memberi perlindungan hukum terhadap semua
pihak salah satunya mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak
mantan isteri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan

DOintruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi
Hukum Islam.



hukum yang tetap.!' Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan
di depan sidang Mahkamah Syar’iyah tidak dapat memberi kepastian
hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Jadi hak-hak
isteri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara
hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan isteri
tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut
hukum positif.

Dewasa ini administrasi sangatlah diperlukan baik dalam
pernikahan, perceraian dan lain sebagainya, tentu dalam hal ini perlu
adanya campur tangan pemerintah yang sepenuhnya diserahkan
kepada Mahkamah Syar’iyah guna mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan. Akan tetapi faktanya di lapangan mengenai kesadaran
dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap perceraian di depan
sidang Mahkamah Syar’iyah itu justru sangat rendah, bahkan yang
bercerai di luar sidang Mahkamah Syar’iyah itu mereka yang
menikahnya sudah secara sah menurut hukum positif atau yang
sudah memiliki buku nikah akan tetapi disaat bercerai ada
sebahagian yang enggan mendaftarkan administrasinya di
Mahkamah Syar’iyah setempat, sehingga hukum itu sendiri tidak
dapat lagi berjalan dengan semestinya, padahal aturan yang dibuat
oleh pemerintah itu semestinya dijalakan dengan baik berhubung
aturang tersebut dibuat untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan informasi awal yang peneliti dapat, perceraian
di luar sidang Mahkamah Syar’iyah ini terjadi pada sebagian
masyarakat muslim Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo
Lues. Keterangan dari bapak Ahmad yakni salah satu Kepala Dusun
di Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren bahwasanya dari
keterangan beliau masih ada warga yang apabila ingin bercerai tidak
mau di depan sidang Mahkamah Syar’iyah dikarenakan mereka
beranggapan bercerai di Mahkamah Syar’iyah rumit dan akan
menghabiskan banyak biaya dan waktu. masih ada masyarakat yang
kurang paham atas aturan, dan mamfaat dari aturan yang sedang

HAgustin Hanafi, Perceraian dalam Perspektif Figh dan Perundang-
undangan Indonesia (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2013), him.267.



berlaku, dan masih ada juga masyarakat kurang patuh terhadap
aturan yang ada.'?

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh ibu Siti Sarah,
beliau tidak mendaftarkan perceraiannya di depan Mahkamah
Syar’iah karena menurut beliau perceraian sudah dianggap sah
menurut agama walaupun tidak di depan sidang Mahkamah
Syar’iyah sesuai aturan yang ada.*®

Jelas bahwasanya di sini masih ada masyarakat yang kurang
patuh dan sadar akan peraturan yang sedang berlaku yakni dalam
aturan perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah. Dilihat dari
beberapa kasus di atas, membuat penulis sangat tertarik untuk
meneliti lebih jauh lagi terhadap permasalahan tersebut dengan
judul “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perceraian di
depan Sidang Mahkamah Syar’iyah (Studi Kasus di Kecamatan
Blankejeren).”

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa
pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perceraian pada masyarakat di
Kecamatan Blangkejeren?

2. Mengapa masyarakat di Kecamatan Blangkejeren bercerai di
luar sidang Mahkamah Syar’iyah?

3. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan
Blangkejeren yang bercerai di depan sidang Mahkamah
Syar’iyah?

2\Wawancara dengan Bapak Ahmad, Salah Satu Kepala Dusun di
Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, kamis 2 November 2023, Pukul 14.00
WIB.

Bwawancara dengan lbu Siti Sarah, Warga Kampung Jawa Kecamatan
Blangkejeren, kamis 2 November 2023, Pukul 16.00 WIB.



1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban
terhadap rumusan masalah atau temuan dari rumusan masalah,
antara lain:
1. Untuk menemukan dan menganalisis praktik perceraian
di Kecamatan Blangkejeren
2. Untuk menemukan dan menganalisis alasan masyarakat
di Kecamatan Blangkejeren bercerai di luar sidang
Mahkamah Syar’iyah
3. Untuk menemukan dan menganalisis tingkat kesadaran
hukum masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten
Gayo Lues yang bercerai didepan sidang Mahkamah
Syar’iyah

1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:
1. Secara Teoritis
Hasil dari penelitian ini sekiranya dapat memberikan
manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan
hukum keluarga khususnya pada pembahasan tentang
kesadaran hukum masyarakat terhadap perceraian di
depan sidang Mahkamah Syar’iyah.
2. Secara Praktis
a. Bagi Masyarakat
Memberikan pengetahuan mengenai perceraian di
depan sidang Mahkamah Syar’iyah dalam pandangan
hukum islam dan hukum positif sehingga dapat
menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.
b. Bagi Mahasiswa
Hasil dari penelitian penulis ini dapat dijadikan
sebagai referensi bagi perpustakaan Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan bisa juga dijadikan
bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta
bermanfaat bagi mahasiswa yang mendalami hukum



keluarga dan tesis ini juga dapat bermanfaat terhadap
pengembangan riset selanjutnya.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang membahas tentang perceraian di depan
Pengadilan sebenarnya telah ada beberapa yang dikaji dan diteliti,
baik itu dalam bentuk buku-buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi
dan tesis. Namun sejauh ini kajian tentang Kesadaran Hukum
Masyarakat terhap Perceraian di Depan Sidang Mahkamah
Syar’iyah (Studi Kasus di Kecamatan Blankejeren Kabupaten Gayo
Lues) belum penulis temukan di dalam buku-buku, makalah, artikel,
jurnal, skripsi dan tesis, sehingga berangkat dari ini peneliti merasa
termotivasi dan memunculkan animo untuk membahas pembahasan
tersebut dalam bentuk tesis, peneliti akan mencantumkan beberapa
penelitian yang relevansinya dengan pencatatan pernikahan, supaya
nantinya menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian ini,
antara lain:

a. Lutfi, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun 2019
dengan judul “Pemahaman Masyarakat terhadap
Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan (Studi
Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi”™**
dalam tesis ini peneliti yakni Lutfi lebih terfokus
pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum
perceraian di bawah tangan dan faktor-faktor
penyebabnya, serta bagaimana dampak hukum
perceraian di bawah tangan. Sedangkan yang akan
peneliti tulis yakni mengenai lebih pada kesadaran
hukum masyarakat terhadap perceraian di depan sidang
Mahkamah Syar’iyah.

b. Dede Yuliasari, Enju Juanda, Alis Yulia, Jurnal Pustaka
Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh,

14 utfi, “Pemahaman Masyarakat terhadap Dampak Hukum Perceraian
di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi”, Tesis
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019.



Volume 01 Nomor 2- Mei 2023. Dengan judul “Tinjauan
Yuridis terhadap Perceraian di Luar Persidangan
Dihubungkan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pasir Panjang
Kecamatan Manonjaya).”*® Penelitian ini membahas
tentang pelaksanaan perceraian di luar persidangan di
Desa Pasir Panjang Kecamatan Manonjaya, kendala-
kendala apa saja dalam pelaksanaan perceraian dapat
dilakukan di persidangan dan upaya-upaya untuk
mengatasi kendala perceraian dilakukan di persidangan
dalam tinjauan yuridis. Adapun yang membedakan
dengan peneliti ini adalah jurnal ini lebih fokus terhadap
tata cara perceraian di luar pengadilan dan dampaknya.
c. Robby Pramono, Budi Santoso & Hanif Nur Widhiyanti,
Jurnal selat Volume.6 Nomor. 1, Oktober 2018. Program
Studi  Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Brawijaya  Dengan judul Konsekuensi
Yuridis dari Ketiadaan Akta Cerai Akibat Perkawinan
Kedua atau Lebih terhadap Pembuktian Status Harta
Bawaan.'® Jurnal ini lebih fokus pada konsekuensi
berupa konflik hukum oleh karena ketiadaan akta
perceraiaan maupun putusannya, sebagai alat bukti yang
menjadi dasar petunjuk mengenai status kepemilikan
harta benda yang dimiliki seseorang, terutama dalam hal

®Dede Yuliasari, Dkk. “Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian di Luar
Persidangan dihubungkan Dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pasir panjang
Kecamatan Manonjaya)”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 01
Nomor 2, 2023.

8 Robby Pramono, Dkk. “Konsekuensi Yuridis dari Ketiadaan Akta Cerai
Akibat Perkawinan Kedua atau Lebih terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan
“Jurnal  Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,
Volume.6 Nomor. 1, 2018.
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menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan hak
dengan harta benda tersebut dan wajib untuk dimintai
persetujuannya, ketika harta benda tersebut akan
dibebani suatu perbuatan hukum tertentu, baik dialihkan
dengan cara dijual, dijaminkan ataupun sebatas
disewakan. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang
saya teliti yakni penelitian saya lebih fokus pada
kesadaran hukum masyarakat terhadap perceraian di
depan Mahkamah Syar’iyah.

d. Abdulloh Munir, Journal of Islamic Family Law | VVol. 3
No. 2 Juli 2019, Institut Agama Islam Negeri Kediri
dengan judul “Konsep Perceraian di Depan Sidang
Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari’ah  Ibnu
Asyur”*” dalam jurnal ini peneliti lebih terfokus
menjelaskan tentang perceraian di depan persidangan
agama ditinjau dari pandangan magqgasid al syari’ah
memang ada beberapa persamaan dalam penelitian ini
yang nantinya juaga akan menjadi rujukan penulis dalam
menyelesaikan penelitian ini.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan operasional yang terdapat dalam
penelitian.’® Kerangka teori merupakan kerangka yang menjadi
acuan dalam memecahkan masalah dan untuk merumuskan
hipotesis.’® Kerangka teori ini diperlukan sebagai pegangan pokok
secara umum dalam suatu penelitian, sehingga mengarah ke mana
penelitian ini berakhir. Dalam tesis ini, yang menjadi kerangka
teorinya yaitu: Menurut Paul Scholten kesadaran hukum yakni
kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia

Abdulloh Munir, “Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan
Perspektif Magasid Al-Syari’ah Ibnu Asyur”, Journal of Islamic Family Law
Institut Agama Islam Negeri Kediri, Vol. 3 No. 2 Juli 2019

18Rusdji Ali Muhammad, dkk. Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi,
(Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), him. 18.

1%Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, Cet. 4 (Bandung: Alfabeta,
2013), him.294.
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tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada,
sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi
hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang
konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Ditambahkannya
lagi, kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian
umum tertentu dalam hidup kejiwaan yang menyebabkan manusia
dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum, yang
benar dengan yang tidak benar, yang baik dan yang buruk.?

JJ. Von Schmid memberikan ulasan bahwa kesadaran
hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum
mengenai penilaian-penilaian yang telah dilakukan oleh masyarakat
melalui penafsiran secara ilmiah.?! Jadi dapat disimpulkan bahwa
pengertian kesadaran hukum itu meliputi, pengetahuan tentang
hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap
hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah nilai-nilai dalam
hukum, dengan sendirinya mencakup soal kesadaran hukum. Hal
tersebut terjadi karena kesadaran hukum merupakan suatu penilaian
terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau yang
seharusnya ada. Kesadaran tersebut dapat terbentuk melalui proses
sosialisasi dan melalui pengawasan. Selain itu faktor yang sangat
penting dalam hal ini adalah pemberian contoh terhadap hukum dari
para pejabat hukum sendiri.?? Kesadaran hukum merupakan
konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara
ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.
Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum,
pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum
merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia
tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh

250edikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty),
him. 121.

2LChairuddin, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), him. 66.

22Sperjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta:
Rajawali), him. 207.
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masyarakat luas.?® Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui
program-program pendidikan tertentu yang memberikan suatu
bimbingan kearah kemampuan untuk dapat memberikan penilaian
pada hukum, dan bahkan hukum dapat dijadikan sarana untuk hal
tersebut.?* Suatu kesadaran hukum itu berkaitan dengan penilaian
yang diberikan oleh individu atau masyarakat. Suatu kesadaran
hukum itu ada, apabila terjadi penilaian terhadap hukum yang ada,
atau terhadap hukum yang diharapkan. Penilaian tersebut timbul
karena manusia didalam menentukan kehendaknya sangat
ditentukan oleh keserasian antara pemikiran dan perasaannya.?

Perceraian atau talak berasal dari kata ithlag yang berarti
melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak berarti
melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan
perkawinan.?® Menurut Al-Jaziriy, talak adalah menghilangkan
ikatan  perkawinan atau  mengurangi ikatanya dengan
mempergunakan kata-kata tertentu.?’” Dalam kitab-kitab figh tidak
ditemui bahwa perceraian harus di depan pengadilan atau Qadhi.
Akan tetapi di Indonesia perceraian di atur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan apabila
bercerai di luar sidang pengadilan maka tidak memiliki kekuatan
hukum.

ZEllya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum
Masyarakat”, Jurnal TAPIs, Vol. 10, No. 1, him. 4.

2430erjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat...,him. 215

% |bid. HIm. 227.

%Sayyid Sabig, Figh Sunnah (terj. Nor Hasanuddin, DkK) (Jakarta: Pena
Pundi Aksara, 2006), HIm. 135.

ZTarmizi M. Jakfar, Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim
Agama Indonesia (Banda Aceh: Ar-Raniry Pres, 2019), HIm. 26.
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1.7. Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu
diperhatiakan yaitu: cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu
didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, rasional berarti kegiatan
penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga
terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang
dilakukan itu dapat diamati oleh panca indra manusia. Sistematis
artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan
langkah-langah tertentu bersipat logis.?®

1.7.1 Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis
penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh
dari objeknya langsung berasal dari Mahkamah syar’iah dan
keuchik gampong yang menfasilitasi perceraian di Kecamatan
Blangkejeren. Data nantinya dikumpulkan dengan menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara,
observasi dan dokumentasi.

1.7.2 Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis lakukan disini
adalah dengan pendekatan yuridis empiri dan yuridis normatif yakni
dengan cara meneliti bahan dan meneliti kejadian di lapangan. Hasil
dari metode kualitatif ini adalah berupa kata-kata tertulis dari sumber
primer yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
karena permasalahan yang diteliti terjadinnya di lapangan bersifat
dinamis, sehingga membutuhkan interview langsung dari
narasumber, selain itu agar mudah peneliti untuk memahami fakta
yang terjadi di lapangan, sehingga akan sesuai antara data yang
diperoleh dari lapangan dengan teori yang digunakan.

2Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2003),
him. 1.
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1.7.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Tiga Desa di Kecamatan
Blangkejeren yakni Desa Kampung Jawa, Desa Kutelintang dan
Desa Penampaan. Alasan melakukan penelitian di tiga desa tersebut
guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran
hukum masyarakat terhadap perceraian di luar sidang Mahkamah
Syar’iyah. Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Gayo Lues guna
mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Mahkamah Syar’iyah
dalam menangani kesadaran hukum masyarakat.

1.7.4 Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data-data
yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang
digunakan yaitu:

a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti

dengan cara melakukan wawancara langsung guna

mendapatkan data yang bersangkutan dari sumbernya. Lima

belas masyarakat di tiga kampung yakni: Kampung Jawa,

Kampung Kutelintang dan Kampung Penampaan, tiga kepala

desa di Kecamatan Blangkejeren, Kepala Mahkamah

Syar’iah.

b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data dokumen yang terdiri

dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-

undangan dan bahan hukum skunder seperti jurnal, artikel,

riset, pendapat para ahli hukum, dan data yang didapat dari

penelitian sebelumnya.?

1.7.5 Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara memerupakan interaksi tanya jawab dengan
orang yang bersangkutan mengenai suatu masalah yang diperlukan

297ainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2014),
him. 54.
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untuk diminta pendapat tentang suatu hal tersebut, sehingga dapat
dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Wawancara merupakan
suatu metode yang dipakai untuk memperoleh keterangan dan data
secara lisan yang nantinya akan sesuai dengan tujuan yang
diinginkan.*® Wawancara yang penulis rujuk dalam penelitian tesis
ini adalah tanya jawab dengan responden yaitu:

1) Lima belas masyarakat di tiga kampung yakni: Kampung
Jawa, Kampung Kutelintang dan Kampung Penampaan
di Kecamatan Blangkejeren

2) Tiga kepala desa di Kecamatan Blangkejeren

3) Kepala Mahkamah Syar’iah,

b. Studi dokumen

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai
dokumen-dokumen dari sumber terpercaya dan akurat guna
memperkuat hasil penelitian.

1.7.6 Analisa data

Pengelolaan data yang berdasarkan dengan rumusan masalah
akan ditulis menggunakan teknik analisis data dan penulis
menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan segala data
yang didapatkan dan diperoleh dalam bentuk kalimat.
1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini berisikan empat bab yang
terdiri dari beberapa sub bab yang ada pada masing-masing babnya.
Sistematika ini merupakan uraian secara singkat pada masing-
masing babnya, bertujuan agar dapat dengan mudah memahami
hubungan antar bab yang memiliki keterkaitan.

BAB | Pendahuluan, dengan uraian yang berisikan latar
belakang masalah pada kajian tesis ini, rumusan masalah, tujuan
penulisan, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan

30Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, Cet. 4 (Bandung: Alfabeta,
2013), him. 316.
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mengungkapkan metodologi penelitian yang digunakan sebagai
kerangka yang sistematis dengan diakhiri sistematika penulisan.

BAB Il kesadaran hukum masyarakat, dalam landasan
teoritis ini akan dipaparkan mengenai teorisasi yang terkait dengan
kesadaran hukum masyarakat, mulai dari kesadaran hukum
masyarakat, indikator kesadaran hukum, faktor yang mempengaruhi
kesadaran hukum, kepatuhan terhadap pemerintah dan cerai di depan
sidang pengadilan.

BAB 11l kesadaran hukum masyarakat tentang perceraian di
depan sidang pengadilan, dalam bab ini akan diuraikan yang berisi
paparan deskripsi umum lokasi penelitian. Pada bab ini juga akan
disajikan data-data hasil wawancara dan dokumentasi yang
menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian
dilanjutkan dengan prosesi analisis data melalui proses edit data,
klasifikasi dan kesimpulan yang ada pada bab selanjutnya.

BAB 1V Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari
pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Selain
itu juga terdapat saran-saran yang bersifat konstruktif.



BAB |1
HUBUNGAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT DENGAN PERCERAIAN DI
DEPAN MAHKAMAH SYAR’IYAH

2.1 Kesadaran Hukum Masyarakat

2.1.1 Pengertian kesadaran dan hukum

a. Pengertian kesadaran

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang
berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran adalah
keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu.
Berbicara masalah kesadaran berarti tidak akan terlepas dari masalah
psikis. Adapun yang dimaksud psikis ini adalah totalitas segala
peristiwa kejiwaan baik yang disadari ataupun yang tidak disadari.
Kehidupan kejiwaan manusia itu terdiri dari dua bagian yaitu alam
sadar dan tidak sadar. Kedua alam tersebut tidak hanya saling
mengisi tetapi saling berhubungan secara konvensatoris.3!

Kesadaran mempunyai dua komponen, yaitu fungsi jiwa
dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting
dalam orientasi terhadap dunianya. Adapun yang dimaksud
dengan fungsi jiwa menurut Jung adalah “suatu aktivitas kejiwaan
yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda.
Sedangkan sikap jiwa merupakan arah dari pada energi psikis yang
menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya”.%2
Manusia yang dapat bertindak sesuai dengan norma- norma

yang berlaku dapat dikatakan memiliki kesadaran moral, yaitu
adanya keinsyafan dalam diri manusia bahwa sebagai anggota
masyarakat dapat melakukan kewajibannya. Berkaitan dengan hal
tersebut, Zubair mengatakan bahwa kesadaran moral merupakan
faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu

3lwirawan, Psikologi Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),
him. 185.
#|bid. him. 186.
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bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai
dengan norma yang berlaku.*

Dalam kesadaran moral, didasarkan atas nilai-nilai yang
benar-benar esensial dan fundamental. Perilaku manusia yang
berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya selalu direalisasikan
sebagaimana yang seharusnya, kapan saja dan di mana saja.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang
memiliki kesadaran moral yang tinggi akan selalu bertindak sesuai
dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam keadaan
apapun dan kapanpun begitu juga sebaliknya apabila kesaran moral
itu rendah maka orang akan berbuat tidak sesuai dengan norma yang
ada. Kesadaran moral merupakan pangkal otonomi manusia yang
timbul dari hati sanubari. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat
secara mutlak mewajibkan suatu hal kepada manusia kecuali atas
dasar kesadarannya, sehingga kewajiban tersebut dapat dilaksanakan
secara sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab.**

Suseno berargumentasi bahwa kesadaran moral itu begitu
tegas, orang yang mengalaminya bagaikan suatu suara yang
dibicarakan dalam dirinya dalam bahasa sehari-hari kesadaran akan
kewajiban itu disebut panggilan batin.*®> Agar kehidupan manusia itu
terjamin, maka setiap manusia harus mempunyai kewajiban moral
dalam masyarakat. Suseno berargumentasi lagi bahwa “kewajiban
moral merupakan kewajiban yang mengikat batin seseorang dan
terlepas dari pendapat teman, masyarakat maupun atasan”.%

Selanjutnya Suseno menyatakan bahwa dalam kesadaran
moral terdapat tiga unsur pokok, yaitu:

33Zubair, Kuliah Etika, (Jakarta: Raja Gravindo Persada), him. 51.
34Wirawan, Psikologi Remaja..., hlm. 187.

3Suseno, Etika Umum, (Yogyakarta, Kanisius, 1975), him. 26.
%bid. him. 27.

3Ibid. him. 28.
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1. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan
yang bermoral itu ada yang terjadi di dalam setiap sanubari
manusia, siapapun, dimana pun dan kapanpun.

2. Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena
berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau
penyangkalan.

3. Kebebasan, atas kesadaran moralnya seseorang bebas untuk
mentaatinya.

Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu, maka
la dapat mengendalikan diri atau menyesuaikan diri pada setiap
kesempatan serta dapat menempatkan dirinya sebagai individu
dan anggota masyarakat. Yang mana individu ini akan mengetahui
dan memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota
masyarakat, ia akan mengadakan kontak dengan orang lain
sehingga timbul interaksi diantara mereka. Berkaitan dengan hal
tersebut, Widjaya mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran
bahwa sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan
kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan
sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai
keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri,
kehendak hukum dan lainnya.®

Melihat pengertian tersebut, maka kesadaran merupakan
sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan
serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya
mengatakan bahwa ada dua sifat kesadaran, yaitu:®

1. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan

perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam
masyarakat.

2. Kesadaran bersifat dinamis yang menitik beratkan pada

kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang
timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri

®Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila,
(Jakarta: Era Swasta, 1984), him. 14.
Flbid. him.15.
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sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari
rasa tanggung jawab.

Konsekuensi logis kelengkapan dari sebuah kesadaran tidak
hanya tergantung pada perundang-undangan saja melainkan juga
dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika dan
lingkungan. Kesadaran seseorang akan tampak terlihat dari sikap
dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya motivasi untuk
bertindak. Kesadaran memiliki beberapa tingkatan  yang
menunjukkan derajat seseorang. Tingkatan- tingkatan kesadaran
menurut N.Y Bull, antara lain:%°

1. Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau
kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau
orientasinya. Ini yang paling rendah dan sangat labil.

2. Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran
atau kepatuhan yang berlandaskan dasar, orientasi, dan
motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti.
Inipun  kurang mantap karena mudah berubah oleh
keadaan atau oleh suasana.

3. Kesadaran yang bersifat sosio-nomous, kesadaran atau
kepatuhan yang berorientasikan pada kiprah umum
atau khalayak ramai.

4. Kesadaran yang bersifat autosnomous, adalah kesadaran
yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan
yang ada dalam diri sendiri.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik konklusi
bahwa kesadaran adalah suatu proses Kkesiapan diri untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal
tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan
dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral dengan disertai
kebebasan sehingga ia dapat mempertanggung-jawabkannya secara
sadar.

40Djahiri, Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral, (Bandung: Penerbit
Ganesia, 1985), him. 24.
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b. Pengertian hukum

Hingga saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti.
Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang
dijadikan standarisasi dalam memahami makna dan konsepsi
hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah,
karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu
pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk
hukum.*

Utrecht merumuskan pengertian hukum sebagai “himpunan
peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang
mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati”.
Sedangkan Affandi mengatakan bahwa “hukum adalah kumpulan
peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota
masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut, maka kepada
yang melanggar harus dijatuhi hukuman”.*2

Terdapat pengertian hukum dari beberapa pakar yang
dikutip oleh Kansil:*3

1. Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini
kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan
diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan
hukum tentang kemerdekaan.

2. Leon Duguit

Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat,
aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh
suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan
yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang
yang melakukan pelanggaran itu.

4lKansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka), him. 36.

42Affandi, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Merpati Group, 1998),
him. 4.

“Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia..., him. 38.
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3. J.C.T. Simorangkir
Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat
memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam
lingkungan masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi yang
berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi
berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.
4. S.M. Amin
Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan
sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah
mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia, sehingga
keamanan dan ketertiban terpelihara.
5. Amir Syarifuddin
Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah
Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan
diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.**
6. M.H. Tirtaatmidjaja
Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti
dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup
dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-
aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya
orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.
Dari beberapa perumusan pengertian hukum yang dikemukakan oleh
para pakar di atas, pada dasarnya terdapat titik persamaannya, yaitu
di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya:
a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam
pergaulan masyarakat.
b) Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan
resmi yang berwajib.
¢) Peraturan itu bersifat memaksa.
d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah
tegas.

4 Amir Syarifuddin, Usul Figh, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 6.
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¢. Tujuan hukum

Suatu hukum lahir, karena dibutuhkan untuk mengontrol
berbagai macam hubungan yang terjadi diantara anggota
masyarakat. Impactnya berbagai hubungan tersebut dibutuhkan
regulasi yang dapat menjamin balancing antara hak dan kewajiban
tiap-tiap anggota masyarakat, supaya dalam hubungan tersebut
tidak terjadi konflik. Dengan adanya regulasi yang bersifat
masyarakat mengatur dan memaksa anggotanya untuk patuh dan
mentaatinya, akan menyebabkan keseimbangan dan kedamaian
dalam kehidupan kemasyarakatan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Van Apeldorn bahwa
tujuan hukum adalah mengatur tingkah laku manusia secara damai.
Pendapat ini diikuti oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan
bahwa tujuan hukum yakni mencapai perdamaian di dalam
masyarakat. Perdamaian berarti menunjukkan adanya keserasian
tertentu antara ketertiban dan ketentraman. Ketertiban diperlukan
untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan ketentraman
diperlukan untuk melindungi kepentingan pribadi dalam kehidupan
bersama. Kedua nilai tersebut berpasangan dan harus diserasikan,
supaya tidak mengganggu masyarakat atau individu-individu yang
menjadi bagiannya.*®

Hukum membawa manusia ke arah suasana yang diliputi
melalui keadilan dan ketenangan dalam berinteraksi dan
berinterelasi dengan  manusia lainnya. Hukum berusaha
menyeleraskan kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan
masyarakat sebaik mungkin. Dengan hukum dapat diusahakan
tercapainya suatu keseimbangan yang harmonisasi dalam
kehidupan bermasyarakat. Berkorelasi dengan tujuan hukum,
Mertokusumo membagi tujuan hukum ke dalam beberapa teorisasi,
yaitu:4

“Sperjono  Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam
Masyarakat, (Jakarta:Rajawali Press,1985), him. 214.

“Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. 3
(Yogyakarta, Liberty, 1986), him. 57.
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1. Teori Etis
Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum
ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang
adil atau tidak. Pendukung utama teori ini adalah Geny.
2. Teori Utilitas
Hukum ingin menjamin kebahagian yang terbesar bagi
manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, pada
hakikatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam
menghasilkan keragaman atau kebahagian yang besar
bagi orang banyak. Pendukung utama teori ini adalah
Jeremy Bentham.
3. Teori Campuran
a) Mochtar Kusumaatmadja
Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah
ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini adalah
syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang
teratur. Di samping ketertiban tujuan hukum adalah
tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan
ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.
b) Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto
Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antara
pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi
dan ketenangan pribadi.
c) Van Apeldorn
Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup
manusia secara damai dan adil.

d) Soebekti
Hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu
mendatangkan kemakmuran dan kebahagian kepada
rakyatnya.

e) Soedikno Mertokusumo
Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban
dan keseimbangan dalam masyarakat dan diharapkan
kepentingan manusia terlindungi. Oleh karena itu,
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hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, sehingga hak dan kewajiban manusia
itu benar-benar terjamin. Dengan adanya hukum
diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang
aman, tertib dan damai. Melihat tujuan hukum di
atas, penulis memandang dalam tujuan hukum
tersebut terkandung unsurunsur untuk tercapainya
keadilan, ketertiban, kebahagian, kedamaian dan
menciptakan keseimbangan

d. Fungsi hukum

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa tujuan hukum
adalah untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia
baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal
tersebut ada hubungannya dengan fungsi hukum. Berkaitan dengan
hal tersebut Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan
bahwa fungsi hukum itu adalah memberikan kepastian dan
kesebandingan bagi individu maupun masyarakat.*’

Dari pendapat di atas, dapat dideteksi dengan jelas bahwa
antara tujuan dan fungsi hukum merupakan suatu rangkaian yang
berkaitan diantara keduanya. Korelasi antara tujuan hukum dan
fungsi hukum terletak pada aspek pemberian kepastian hukum yang
tertuju kepada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum
yang tertuju pada ketentraman atau ketenangan. Makna lain
kehidupan bersama dapat tertib jika ada kepastian dalam hubungan
sesama manusia dan akan tercipta ketenangan jika dapat
menerima apa yang sebanding dengan perilaku atau tindakannya.

Berkorelasi dengan fungsi hukum, Darwis berpendapat
bahwa “hukum itu berfungsi sebagai sarana untuk kehidupan
masyarakat, pemelihara  ketertiban dan keamanan, penegak
keadilan, sarana pengendali sosial, sarana rekayasa masyarakat
(sosial engineering) dan sarana pendidikan masyarakat”. Pendapat

47Soerjono  Soekanto, Perspektif ~Teoritis  Studi Hukum dalam
Masyarakat..., him. 68.
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tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedman yang
menyatakan fungsi hukum itu meliputi pengawasan/pengendalian
sosial (sosial control), penyelesaian sengketa (dispute settlement),
rekayasa sosial (sosial engineering atau inovation)”.4®

Jadi mengenai kesadaran hukum ini, pada mulanya timbul
sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar atas sahnya suatu
peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul
dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hukum. Selanjutnya
hal ini berkembang menimbulkan suatu problema dalam dasar
sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah
pihak penguasa atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat.
Permasalahan tersebut timbul, sebab dalam kenyataan di
masyarakat banyak sekali regulasi hukum yang tidak ditaati oleh
masyarakat.

Mengenai kesadaran hukum ini, pada mulanya timbul
sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar atas sahnya suatu
peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul
dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hukum. Selanjutnya
hal ini berkembang menimbulkan suatu problema dalam dasar
sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah
pihak penguasa atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat.
Permasalahan tersebut timbul, sebab dalam kenyataan di
masyarakat banyak sekali regulasi hukum yang tidak ditaati oleh
masyarakat.

Secara general, kesadaran hukum dikorelasikan dengan
ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain,
kesadaran hukum itu menunjukan apakah ketentuan hukum tertentu
benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam
masyarakat. Supaya terjadi suatu keserasian yang profesional
antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari
masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional yakni harus

“8Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Raja
Grafindo, 1993), him. 36.
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sesuai dengan hati nurani manusia dan diimplementasikan dengan
prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran hukum merupakan interdepedensi mental dan
moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia.
Berhubungan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa
Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya
benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam
kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima
sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, kendatipun ada
pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam
bentuk perundang-undangan.*® Di samping itu juga, Purbacaraka
dan Soerjono Soekanto menyatakan kesadaran hukum sebagai
keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi
landasan regel mating (keajegan) maupun beslissigen (keputusan)
itu dapat dikatakan

Sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam
sanubari manusia. Kedua batasan tersebut, dengan jelas
menunjukkan  kesadaran hukum vyaitu kepatuhan untuk
mengimplementasikan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada
pengertian dan pengetahuan, akan tetapi lebih diutamakan terhadap
sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku
yang sadar hukum. Lebih jelas Paul Scholten mengeksplanasikan
bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap
manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu
kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana Kkita
membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang
seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.

Dari eksplanasi di atas, maka kesadaran hukum merupakan
kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang
ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan
ketidakpatuhan terhadap hukum. Dengan proses kejiwaan, manusia

“Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila..., him
16.
SOMertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2002), him. 2
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membedakan perilaku mana yang harus diadopsi dan yang tidak
boleh dilakukan. Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh
pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran
hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang
terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang
hukum yang diharapkan ada. Apabila masyarakat tidak sadar hukum,
maka hal tersebut harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan
penegak hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan
oleh dua unsur, yaitu:*!

1.

2.

Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap
sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan.

Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan
tuntutan kehidupan.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai perspektif
individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi
tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan
hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada
hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan.
Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis
dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan
hukum adat, kendatipun kedua hukum tersebut tidak
memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum
nasional, akan tetapi hukum tersebut acap kali dijadikan
fundamental dalam menentukan suatu tindakan.
Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang
tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.
Dengan demikian masyarakat mentaati hukum
bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut
sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan
masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi
internalisasi hukum dalam masyarakat.

S1Soerjono  Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam
Masyarakat..., hIm. 68.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa, Kesadaran hukum adalah
keadaan di mana seseorang sudah paham akan kewajiban yang harus
dijalankan diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar
untuk tunduk pada peraturan yang sedang berlaku, Kesadaran
hukum erat kaitanya dengan kepatuhan hukum akan tetapi yang
membedakannya di sini ialah dalam kepatuhan hukum ada rasa takut
terhadap pengawasan dan sangsi yang diberikan sedangkan
kesadaran hukum itu adalah tingkatan tertinggi dalam pelaksanaan
hukum.

2.1.2 Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum
Penataan kelembagaan (Legal Stucture) dan pembaharuan
berbagai perangkat perundang-undangan tidak akan dapat
diharapkan berfungsi efektif apabila kesadaran hukum dan budaya
hukum tidak menunjang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan
upaya-upaya pembinaan dan pembaharuan yang sistematis dan
terarah mengenai orientasi pemikiran, sikap tindak, dan kebiasaan
berprilaku dalam kehidupan masyarakat luas.>

a. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum perspektif

Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:>3
1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum
jika ada peraturan perundang-undangan yang telah
disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut
itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat
umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu
hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa
ja tidak pernah mendengar atau melihat peraturan
tersebut, tetapi alasan demikian masih sering
ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.
2. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan
hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan

2Eka Rahmi Yanti, “Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum
Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang Pencatatan
Pernikahan”, Tesis Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

%3Soerjono  Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam
Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), him. 30.
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kegunaan dari norma-norma hukum tertentu.
Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap
ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal
ini  belum merupakan jaminan bahwa warga
masyarakat yang mengakui Kketentuan-ketentuan
hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya
mematuhinya, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-
orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu
adakala orientasinya untuk mematuhinya.

. Penghargaan terhadap regulasi hukum, penghargaan
atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu
sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan
yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian
besar warga serta bagaimana reaksi  masyarakat
yang didasarkan pada sistem norma atau nilai
yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau
menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka
terjamin pemenuhannya.

. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan
hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah
mengatur regulasi seluruh masyarakat. Kepentingan
seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya
bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu
anggapan mengenai apa Yyang baik yang harus
dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.

. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan
masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya
bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan
warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu
dapat ditampung oleh regulasi hukum atau tidak.
Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum
disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi,
karena ingin memelihara hubungan baik, karena
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kepentingannya terlindungi, dan karena cocok
dengan nilai yang dianutnya.

2.1.3 Efektivitas dalam penegakan hukum

Mengkontruksikan kesadaran hukum tidaklah mudah
seperti halnya membalikkan telapak tangan, karena tidak semua
orang memiliki kesadaran hukum. Hukum sebagai fenomena sosial
merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam
masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing
diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat
perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran
hukum. Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban bagi
setiap orang baik itu terhadap hukum tertulis atau hukum tidak
tertulis. Ketaatan tersebut merupakan sarana untuk menjadi
masyarakat yang patuh terhadap norma-norma atau aturan hukum
yang berlaku baik yang pidana atau perdata. Dalam setiap negara
memiliki asas tersendiri dalam menegakkan aturan-aturan hukum.
Seperti di Indonesia yang berlaku teori efektivitas hukum.
Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk
menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang
dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.>*

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto
ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum,
termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi
bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu
berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum
merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu
berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat

%W. Yudho, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Majalah
Hukum dan Pembangunan, (Depok: Ul Press, 1987), him. 59.
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dalam pergaulan hidup.>® Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur
efektivitas dalam penegakan hukum diantaranya, yaitu:>®

1. Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya
memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan
ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian
hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi
keadilan ~ merupakan suatu rumusan yang bersifat
abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu
prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru
itu, suatu Kkebijakan atau tindakan yang tidak
sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang
dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan
itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegak hukum; yakni apakah para penegak
hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan
kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya
hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak
hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan
sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada
masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan
dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau
kepribadian penegak hukum.

3. Faktor fasilitas; apakah prasarana sudah mendukung
dalam proses penegakan hukum.

4. Faktor kesadaran hukum; masyarakat setiap warga
masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya
mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul
adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum
yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat

%5Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, (Bandung:
Remaja Karya, 1985), him. 7.

%6Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him. 8.
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kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum
yang bersangkutan.

5. Faktor budaya hukum; adanya budaya rasa malu
atau budaya perasaan bersalah dari  warga
masyarakat. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang
begitu sering membicarakan soal kebudayaan.
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai
fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat,
yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti
bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan
menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan
dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan
adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang
menetapkan peraturan mengenai apa yang harus
dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena
menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur
dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor di atas yang
paling penting ialah mengenai faktor hukumnya sendiri karena
hukum yang baik itu ialah hukum yang mengikuti kehendak dari
masyarakat dan sesuai dengan hati nurani masyarakat. Serta tidak
kalah penting penegakan hukumnya sendiri merupakan titik
sentralistisnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang
disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan
olen penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga
merupakan panutan oleh masyarakat luas.®’

2.1.4 Kepatuhan terhadap pemerintah

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat adalah
sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh
pemerintah. Dalam Islam Kketaatan terhadap aturan pemerintah

S"Syahrizal Abbas, Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh, (Banda
Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2018), him. 24.
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merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam
menjalankan kewajiban sebagai manusia. Kepatuhan terhadap
pemerintah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman
sebagaimana dieksplanasi di bawah ini: Dalam surah An-Nisa’ ayat
59

(09) ..aKie 391 Lofs J3islt 1saably a1 1pasbl 1l @l

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang
kekuasaan) di antara kamu.” ....(QS. An-Nisa: 59).

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa berkaitan dengan firman

Allah di atas: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan

taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.” Dari Ibnu Abbas,

dia berkata ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin

Hudzaifah bin Qais bin Adi tatkala ia diutus oleh Rasulullah saw

dalam suatu pasukan.®®

Para pakar al-Qur’an menerangkan bahwa apabila perintah
taat kepada Allah dan Rasulnya digabung dengan menyebut dengan
hanya satu kali kata taatilah, maka hal itu mengisyaratkan bahwa
ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah,
baik yang diperintahkan secara langsung di dalam al-Qur’an
maupun perintahnya yang dijelaskan oleh Rasul menyangkut hal- hal
yang bersumber dari Allah, bukan Rasulullah perintahkan secara
langsung. Adapun bila perintah taat diulangi, maka di situ rasul
mempunyai otoritas serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada
dasarnya dari al-Qur'an.> Itu sebabnya perintah taat kepada ulil amri
tidak disertai kata taat karena mereka tidak memiliki hak untuk
ditaati bila ketaatan terhadap mereka bertentangan dengan ketaatan
kepada Allah atau Rasul-Nya.®°

Muhammad Nasib ar-Rifa’i, Taisir Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari
Tafsir Ibnu Katsir, (Depok: Gema Insani, 1999), him. 739.

Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 1l Cet. IX;
(Jakarta: Lentera Hati, 2007), him. 483.

80Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah..., him. 484.
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Pendapat ulama berbeda tentang makna kata ulil amri. Dari
segi bahasa kata ulil adalah bentuk jamak dari wali yang berarti
pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata
tersebut menunjukkan bahwa kalau mereka banyak. Sedangkan
kata al-amri adalah perintah atau urusan. Dengan demikian ulil amri
adalah orang yang otoritas mengurus urusan kaum muslimin.®! Dari
penjelasan ulama di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa taat
terhadap ulil amri hanya taat karena adanya pelimpahan otoritas
hukum yang berguna untuk mengatur kesejahteraan rakyat. Salah
satunya adalah mengenai perceraian hanya dapat di lakukan di
depan sidang pengadilan. Berbeda dengan ketaatan terhadap Allah
Swt dan Rasul-Nya. Kemudian arti taat bukan berarti menerima
mentah-mentah perintah tersebut. Tetapi kritis dan ikhlas sepenuh
hati melakukannya. Adapun hadis tentang kewajiban taat kepada
pemimpin adalah sebagai berikut:

B A e b e g sl a2 038 e dn de g bl Wls
pT 385 2l 3p J6 ploy il i Lo o Uslsy OF 42 0 (o) 5358 0l a0

w‘sy\ ok yg&&ilﬁgﬁi gl nag A ab b ala Ay A
(Ve E)gles

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abdan) telah
mengabarkan kepada kami (Abdullah) dari (Yunus) dari
(Al-Karmani)telah mengabarkan kepadaku (Abu Salamah
bin Abdurrahman), ia mendengar (Abu Hurairah) r.a
berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang
mentaatiku berarti ia mentaati Allah, sebaliknya
barangsiapa membangkang terhadapku,ia membangkang
Allah dan barangsiapa mentaatiku amirku berarti ia
mentaatiku dan barangsiapa membangkang amirku,

61 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah..., him. 485.
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berarti ia membangkang terhadapku.” (HR. Imam Al-
Bukhari, No. 6604).5?

Hadis di atas menjelaskan bahwa kepatuhan seorang rakyat
kepada pemimpinnya tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu
dimana seorang rakyat wajib taat dan patuh, tidak patuh dan
bahkan berontak atau melawan peraturan yang telah dibuat oleh
pemimpinnya. Hadis di atas juga dijelaskan bahwa seorang rakyat
boleh patuh kepada pemimpinnya selama pemimpin tersebut tidak
memerintahkan rakyat untuk berbuat maksiat. Dalam  konteks
kekuasaan dan pemerintahan, dimana syari’ah adalah sumber
konstitusi negara Islam.®® Dan dalam perspektif Islam negara
dipandang sebagai instrumen bagi tegaknya syariah  yang
penerapannya berpijak pada kemaslahatan.®* Maka bangunan
politiknya harus didasarkan pada kaidah fikih: (tasharruf al-imam
ala al-ra’iyyah manuthun bil maslahah) kebijakan pemimpin harus
berorientasi  kepada kemaslahatan rakyat. Tindakan dan
kebijaksanaannya ditempuh oleh pemimpin atau pemerintah harus
sejalan dengan kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan
golongan atau bahkan untuk kepentingan pribadi.®®

Para ulama menyebut sebuah kaidah, laa tha’ata lil
makhlugin i ma’shiyatil Khalig (tidak ada ketaatan kepada
makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah). Dalam aturan
hukum figh antara lain dikatakan bahwa apabila kekuasaan kepala
negara (presiden) diakui sahnya, maka ia harus dipatuhi dan ditaati,
selama tidak memerintahkan hal-hal yang tidak jelas bersifat
maksiat atau durhaka kepada Allah.

®2lbnu Hajar Al-Asqgalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari,
Juz 35, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), him. 61.

®Ridwan, Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran
Politik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 68.

®4Muhammad Abid Al-Jabiri, Agama, Negara dan Penerapan Syariah
(Yogyakarta: Fajar PustakaBaru, 2001), him. 43.

85Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Ilmu Figh (Al-Qawai’dul Fighiyyah),
(Jakarta: Kalam Mulia, 1994), him. 61.
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Dalam masyarakat Aceh ulama memiliki posisi yang amat
sangat penting, karena kedudukannya sebagai pimpinan informal.
Dalam sejarannya pun ulama, pemerintah, dan masyarakat
terbangun hubungan yang cukup baik. Serta ulama sangat
dibutuhkan perannya dalam pemerintaahan di aceh misal adanya
mufti Nuruddin Ar-Raniry dan Abdurrauf As-singkily dan lain
sebagainnya merekan bukan saja menyelesaikan konflik dalam
ranah yang besar saja akan tetapi dalam hukum keluarga sekalipun,
jadi di Aceh tidak bisa terpisahkan antara ulama dan pemerintahan.®®

Dalam jurnalnya Analiansyah disebutkan bahwa teungku-
teungku dayah berbeda pendapat dalam memahami konsep ulil
amri. Pendapat tersebut dapat diklasifikasi ke dalam tiga
kelompok, yaitu sebagai berikut:®’

a. Ulil Amri adalah Pemerintahan yang Sah

Kelompok pertama menyebutkan bahwa ulil amri adalah
pemerintahan yang sah atau dengan kata lain adalah pemimpin
formal bersama dengan institusi-institusi yang beradadi bawahnya,
seperti Kemenag (Kementerian Agama) dan MPU (Majelis
Permusyawaratan Ulama). Menurut teungku-teungku dayah
tersebut yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah kepala
pemerintahan atau pimpinan eksekutif; untuk tingkat negara
Indonesia adalah presiden, tingkat provinsi adalah gubernur,
sedangkan tingkat kabupaten/kota adalah bupati/walikota. Termasuk
ulil amri di sini adalah lembaga-lembaga atau institusi- institusi
keagamaan yang berada di bawahnya, seperti Kemenag, Mahkamah
Syar’iyah dan MPU yang menangani bidang keagamaan.

Konsep ini tampaknya tidak terlepas dari konsep negara
bangsa yang dewasa ini dianut oleh seluruh bangsa di dunia.

®6Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah dan Hukum Adat
(Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), him.
266.

87 Analiansyah, “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian
terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar).” Jurnal Analisa 21, No.
02 (Desember 2014): 274.
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Karena konsep ulil amri pada awal Islam dipahami sebagai
pemimpin kaum muslimin secara umum, tidak terdapat pemilahan
yang tegas kepada pemimpin formal.®® Dalam kajian figh klasik
terdapat pendapat yang beragam yang dikemukakan sahabat
tentang pengertian ulil amri. Menurut Imam al-Mawardi, ulama
mazhab Syafi’i, menerangkan bahwa tiga pendapat mengenai siapa
yang dimaksud ulil amri, yaitu:®°

1. Umara’ (pemimpin  kaum muslimin), pendapat ini
dikemukakan oleh 1bn Abbas.

2. Ulama, pendapat ini disampaikan oleh Jabir.

3. Para sahabat Rasulullah saw, Pendapat ini disebutkan
oleh Mujahid.”

Teungku yang berpendapat bahwa ulil amri adalah
pemimpin kaum muslimin memperluas cakupannya kepada kepala
pemerintahan beserta lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
Mereka juga tidak membatasi dengan syarat negara yang
memberlakukan syariat Islam. Konsep ini berbeda dengan yang
dikemukakan Imam Mawardi di atas yang menyebutkan, diantara
makna ulil amri adalah wmara’ atau sultan. Mereka tidak
memasukkan lembaga atau institusi yang berada di bawahnya.”

b. Ulil Amri adalah Lembaga Pemerintah yang Membidangi
Keagamaan.

Terdapat pendapat di kalangan teungku yang mengatakan
bahwa ulil amri adalah lembaga pemerintah yang membidangi
keagamaan saja, yaitu agama Islam, seperti Kemenag dan MPU.
Kelompok kedua, mereka membatasi pengertian ulil amri kepada
lembaga pemerintah yang membidangi keagamaan saja, Yyaitu
agama Islam, seperti Kemenag dan MPU. Kelompok ini tidak

8|-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir. Beirut: Dar Al-Fikr, him. 9.

8Analiansyah, “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian
terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)..., him.274.

OAl-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir. Beirut: Dar Al-Fikr, him. 9.

"LAs-Suyuti, Jalaluddin, Al-Dur Al-Mantsur. Beirut: Dar Al-Fikr, 1993,
him. 573.
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memasukkan lembaga pemerintah yang lain, seperti lembaga yang
menangani bidang pendidikan umum, kesehatan, kepolisian dan
lain-lain sebagai bagian dari ulil amri. Pada konsep kedua ini tampak
pemisahan antara bidang keagamaan dan bukan keagamaan. Dengan
demikian penjelasan ulil amri dalam surat An-Nisa’ ayat 59 adalah
ketaatan kepada lembaga pemerintah yang menangani bidang
keagamaan saja. Informan kelompok ini berpendapat bahwa
ketaatan kepada ulil amri terbatas pada aturan yang dibuat dalam
konteks keagamaan. Sedangkan ketentuan lain di luar keagamaan
berada di luar pengertian yang dicakup ulil amri yang dimaksudkan
dalam ayat 59 surat An-Nisa’.”?

Konsep kedua ini mengakui peran negara dalam mengatur
aspek keagamaan. Kaum muslim hanya diminta mematuhi aturan
negara terkait aspek agama tersebut, bukan yang lainnya (non
agama). Jadi menariknya, hubungan agama dan negara tidak
dipisahkan, namun kewajiban masyarakat terhadap negara yang
dianggap sebagai kewajiban agama hanyalah regulasi negara terkait
agama yang dihasilkan melalui lembaga pemerintah bidang
keagamaan. Pemikiran ini lebih dekat kepada paradigma simbiotik,
yaitu negara berfungsi memperkuat aspek keagamaan. Sehingga
kehidupan agama menjadi lebih tertib dan teratur. Dengan
anggapan bahwa agama tidak dapat dijalankan sepenuhnya tanpa
campur tangan negara.

c. Ulil Amri adalah Ulama yang Diangkat sebagai Kepala
Pemerintahan

Kelompok ke tiga ini berpendapat bahwa ulil amri adalah
ulama yang diangkat sebagai kepala pemerintahan. Tidak terdapat
ulil amri di Aceh karena kepala pemerintahannya bukan dari
kalangan ulama. Maksud pernyataan ini adalah seharusnya yang
menjadi pemerintah atau pemimpin kaum muslimin adalah dari
kalangan ulama. Contoh, di Aceh pada masa lalu dipimpin oleh
ulama, seperti Abu Daud Beureueh. Jadi yang dimaksudkan dengan

2Analiansyah, “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian
terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)..., him. 274.
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ulil amri adalah sosok seperti Abu Daud Beureueh, yaitu ulama
sekaligus sebagai pemimpin.

Pendapat ini tampaknya didasarkan kepada pendapat yang
menyebutkan ulil amri adalah gabungan antara ulama dan umara’.”
Menurut pendapat ini, ulil amri mengurus mengenai masalah
politik dan agama. Jadi dengan demikian pada diri seorang
pemimpin terakumulasi dua kemampuan sekaligus, yaitu ulama dan
umara’. Contoh ideal untuk ini adalah khulafa *al-rasyidin.
Walaupun secara politik disebutkan dalam sejarah bahwa Abu
Bakar Shiddiq, khulafa’ al-rasyidin yang pertama, menerangkan
bahwa ia bukan menggantikan posisi nabi sebagai pemimpin
agama, akan tetapi sebagai pemimpin politik kaum muslimin.
Namun dalam pelaksanaannya, khulafa’ al-rasyidin mengurus
semua masalah mengenai kenegaraan, termasuklah masalah
keagamaan.

Ulil amri adalah ulama yang menjadi pemimpin politik.
Sehingga pada diri pemimpin terdapat pemahaman mengenai
kemampuan agama dengan baik dan dapat melahirkan berbagai
hukum yang sejalan dengan agama. Pendapat ketiga ini, relatif tidak
berbeda dengan pendapat ulama yang menyebutkan ulil amri adalah
gabungan antara ulama dan umara. Informan memegang pendapat
ini dengan asumsi bahwa pemimpin yang ulama saja yang dapat
menerapkan sistem pemerintahan secara baik dan benar dengan
tidak melanggar berbagai ketentuan Allah Swt. Teungku dayah,
pada dasarnya, tidak memisahkan antara agama dan negara
(integralistik). la hanya memberikan syarat tambahan pada kepala
Negara yang diakui sebagai ulil amri, yaitu berasal dari kalangan
ulama. Pemikiran ini menghendaki keterlibatan penuh ulama dalam
politik. Pemikiran ini memiliki konsekuensi yang sangat besar.
Apabila kepala negara bukan berasal dari kalangan ulama, maka
kepatuhan masyarakat terhadap produk hukumnya bukan dianggap
bagian dari kewajibanagama.

3Al-Jazairi, Ibn Jabir Abu Bakr, Aysar Al-Tafasir Li Kalam Al-Ulya Al-
Kabir. Madinah Al-Munawarah: Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hukm, 2003.
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Pada sisi lain, jabatan kepala negara memiliki batas waktu.
Jadi akan terdapat kesulitan besar bagi masyarakat dalam
mematuhi suatu suatu regulasi yang dihasilkan lembaga negara,
kalau harus melihat siapa kepala negara ketika aturan dibuat.
Selanjutnya, ketika diterapkan aturan bahwa hanya ulama yang
dapat menjadi kepada negara, bagaimana kalau tidak ditemukan
ulama yang menguasai politik dengan baik. Bukankah sebaiknya
mengakui pemimpin yang berasal dari non ulama, namun
mengakomodir kepentingan beragama masyarakat.

2.2 Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar’iyah
2.2.1 Hukum Islam

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata &)t artinya

lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan
perkawinan. Sayyid Sabiq memberikan pengertian talak itu secara
bahasa adalah, melepaskan atau meninggalkan, talak berasal dari
kata itlag. Sementara dalam pengertian istilah adalah melepaskan
ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan  perkawinan.”

Dalam pandangan figh atau hukum Islam, apabila rukun dan
syarat perceraian terpenuhi, maka kapanpun dan dimanapun ketika
suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka hal itu bisa terjadi
dan sah hukumnya

a. Hukum talak dalam figh yakni:"
1. Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak
menemukan jalan lain, kecuali talak.
2. Talak Yang diharamkan adalah talak yang
dilakukan bukan karena adanya tutuntan yang dapat

"Analiansyah, “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian
terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)..., him. 274.

5Sayyid Sabiq, Figh Sunnah (terj. Nor Hasanuddin, Dkk) (Jakarta: Pena
Pundi Aksara, 2006), him. 135.

6Agustin Hanafi, Perceraian dalam Perspektif Figh & Perundang-
Undangan Indonesia (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), him. 53-58.
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dibenarkan karena hal itu akan membawa mudharat
bagi diri sang suami dan juga istrinya.

3. Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri
memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam
bermuamalah, dan melalaikan hak suami, dan lain
sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang
diinginkan tidak tercapai sama sekali.

4. Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan
rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila
dipertahankan akan lebih banyak bahayanya,
misalnya seorang istri tidak mau atau lalai dalam
menjalankan hak-hak Allah swt seperti  sholat,
puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa
kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah
Allah  Swt. Namun seorang istri tetap tidak
menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk
menceraikannya.

b. Rukun dan syarat talak’’

1. Suami
1) Baligh
Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak
sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian
kesepakatan para ulama mazhab kecuali mazhab
Hambali. Para  ulama mazhab Hambali

mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak
kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun
usianya belum mencapai sepuluh tahun.
2) Berakal sehat

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang
gila tidak sah. Begitu pula dengan talak yang
dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar. Tetapi para
ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang

"Sayyid Sabig, Figh Sunnah..., him. 140-144.
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dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah
mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali
tidak sah. Sementara itu mazhab empat berpendapat
bahwa talak orang mabuk itu sah manakala dia
mabuk karena minuman yang diharamkan atas
dasar keinginan sendiri.

3) Atas kehendak sendiri
Oleh karena itu talak yang dijatunkan oleh
orang Yyang dipaksa (menceraikan istrinya)
menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak
dinyatakan sah.

4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak
Maka kalau seorang laki-laki mengucapkan talak
karena lupa, keliru, atau main-main, maka
menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.

5) Talak main-main dan keliru
Jumhur ulama figh berpendapat bahwa talak dengan
main-main di anggap sah, sebagaimana di pandang
sah nikah dengan main-main

2. lstri
Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak, para fugaha
sepakat bahwa mereka harus:®

1) Permpuan yang dinikahi dengan sah

2) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah

3) Belum habis masa iddahnya, pada talak raj i

4) Tidak sedang haid.

3. Sighat talak
Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan pada suami
terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas)
maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan,
isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang
lain.dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.

78 Sayyid Sabig, Figh Sunnah..., him. 144-145.
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Dalam hukum islam sendiri untuk bercerai sudah diataur tata
caranya, adapun tatacaranya yakni:"®

1) Kata-kata yang jelas (sharih)
Kata-kata talak yang sharih artinya lafal yang di
gunakan itu terus terang menyatakan perceraian.
Misal, Suami berkata kepada istrinya “Engkau
telah aku ceraikan”, “Aku telah menjatuhkan
talak untukmu”, atau “Engkau tertalak”™ dan lain
sebagainya. Imam Malik dan para pengikutnya
berpendapat bahwa kata-kata talak yang
tegas/jelas hanyalah kalimat “talak” saja. Maka
selain kata itu termasuk sindiran. Sedangkan Imam
Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas
itu ada tiga, yaitu: talak (cerai), firag (pisah), dan
sarah (lepas).

2) Kata-kata yang tidak jelas (kinayah)
Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami
mengucapkan talak dengan kata-kata kinayah dan
ia tidak berniat untuk mentalak istrinya maka
talaknya tidak jatuh. Kecuali kalau dia memang
berniat menjatuhkan talak. Sementara Imam
Syafi’i berpendapat bahwa jika suami berniat
menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh.
Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat
bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata
kinayah apabila disertai dengan niat. Dengan
demikian, talak tidak dianggap sah kecuali bila
disertai dengan adanya niat.

3) Talak dengan surat
Talak dapat terjadi dengan tulisan walaupun
penulis mampu berkata-kata. Sebagaimana suami
boleh mentalak istri dengan lafal atau ucapan juga

°Sayyid Sabiq, Figh Sunnah..., hlm. 146-150.
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bolen mentalak dengan tulisan. Fugahak
mensyariatkan tulisan itu hendaklah jelas
maksudnya dan jelas tulisannya sehingga terbaca
ketika ditulis di lembaran kertas dan sesamanya.
Contohnya “hai fulanah engkau kuceraikan”
tulisan tersebut termasuk sah dan jelas, maka
terjadilah talak.
4) Isyarat orang bisu
Isyarat orang bisu merupakan isyarat untuk
menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain.
Oleh karenanya isyarat seperti ini di anggap sama
nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam
menjatuhkan talak
5) Mengirim seorang utusan
Talak akan dianggap sah dengan mengirim
seorang utusan untuk menyampaika pada istrinya
yang berada di tempat lain bahwa sang istri telah
di talak.
c. Mempersaksikan talak
Golongan ulama figh yang terdahulu maupun yang kemudian
bahwa berpendapat talak sudah sah tanpa di persaksikan di hadapan
orang lain sebab talak adalah hak suami. la tidak memerlukan bukti
untuk menggunakan haknya ini, tidak ada keterangan dari nabi atau
sahabat yang menunjukkan perlunya saksi dalam menjatuhkan
talak &
d. Sebab-sebab jatuhnya talak dalam figh®!
1. Perceraian karena ila’
Menurutistilah ila * yakni suami bersumpah bahwa dia
tidak akan mendekati istrinya selama empat bulan atau
lebih, adapun sifat sumpah yang di gunakan atas nama
Allah.

8 Sayyid Sabig, Figh Sunnah..., him. 151.
83amhuri, Hak Mutlak Istri dalam Memutuskan Perkawinan (Tangerang:
Mahara Publishing, 2022), him. 48-57.
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2. Perceraian karena /i’an
Menurut syara’ /i’an ialah suami bersumpah empat
kali apabila ia menuduh istrinya berzina, pada kali
kelima dikatakan bahwa laknat Allah di atasnya.
Begitu pula istrinya bersumpah.

3. Perceraian karena Syigaq
Syigaq adalah perselisihan antara suami istri yang
mungkin disebabkan karena suami nusuz atau
mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya
kepada istri.

4. Perceraian karena aib
Apabila ketika akad di syaratkan tidak adanya aib
maka ketika diketahui ada aib maka akad nikah batal
karena ada aib tersebut.

2.2.2 Hukum positif

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indinesia (KBBI)
adalah: Pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata
“perceraian” mengandung arti: Perpisahan, perithal bercerai;
perpecahan. Adapun Kkata bercerai bererti: tidak bercampur
(berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).

Istilah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 sebagai
aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami
atau istri  untuk memutuskan hubungan perkawinan di
antara mereka

2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan
istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan,
yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung
ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa

3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang
berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara
suami dan istri.
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Jadi, rumusan talak setidaknya memiliki poin-poin yaitu
proses memutuskan ikatan pernikahan dilakukan dengan ucapan
yang mengakibatkan pututusnya hubungan sebagai suami istri.82

Adapun mengenai sahnya putusan perceraian maka di
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada aturan tersendiri yang
mesti dipenuhi agar perceraian itu sah dimata hukum

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (UUP) berlaku, perkawinan diatur dalam Buku | Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) termasuk
ketentuan tentang putusnya perkawinan (perceraian). Dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, maka ketentuan dalam Buku | Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perkawinan tidak
berlaku. Buku | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak terdapat pengertian tentang perceraian, hanya
mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Pasal 38
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa
perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas Putusan Pengadilan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian,
yaitu dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa : “seorang suami yang
telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan

82Jamhuri dan Zuhra, Konsep Talak Menurut Ibnu Qayim Al-Jauziyyah
(analisis waktu dan jumlah penjatuhan talak), Jurnal Media Syari’ah, Vol.20, No
1, 2018, him. 99.
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menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di
tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud
menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta
meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan

b 2

1tu™.

Alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)
tersebut adalah sebagai berikut, yaitu :%

1.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan;

. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya;

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)
tahun atau hukum lebih berat setelah perkawinan
berlangsung;

Salah satu pinak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang
lain;

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami/isteri;

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian
adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan

perkawinan.

8penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.
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b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Untuk umat Islam yang di Indonesia, ada aturan tersendiri
yang mengikat untuk sahnya perceraian. Mengenai aturannya
hampir sama persis dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan baik dari sebab putusnya perceraian
maupun alasan-alasan terjadinya perceraian, akan tetapi ada dua
poin yang membedakannya yakni dalam Pasal 116 KHI mengenai
alasan-alasan terjadinya perceraian, adapun dua poin tersebut
adalah:

1. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami
isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangganya; Suami
melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak
adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon
mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan
dalam akta nikah berupa janji talak yang
digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang
mungkin terjadi di masa yang akan datang;

2. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah
satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga.

adapun aturan-aturan keharusan bercerai di depan sidang
pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan. “perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah
pihak.”84

2. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama. “perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang pengadilan setelah pengadilan yang

84pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah
pihak.”®®

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI). “perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan
kedua belah pihak.””%®

Dari ketiga aturan di atas baik menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam sudah sangat jelas menegaskan perceraian dianggap sah
apabila dilakukan di depan sidang pengadilan.

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik
kehendak bersama maupun kehendah sendiriyang seharusnya tidak
perlu camput tangan pemerintah. Akan tetapi untuk menghindari hal
yang sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi
kepastian hukum, maka sudah semestinya perceraian mesti di depan
sidang pengadilan.®’

Dengan demikian, talak menurut hukum positif adalah ikrar
suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.
Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar
Pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi
belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan
sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di
luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri
tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik
suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri.®

Apabila kita perhatikan sekumpulan nash tentang
tuntutan melanggengkan ikatan perkawinan dan larangan untuk

8pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006. Perubahan atas Undang-
Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

8pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran
Kompilasi Hukum Islam.

8Tarmizi M. Jakfar, Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim
Agama di Indonesia (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), him. 74.

8Agustin Hanafi, Perceraian dalam Perspektif Figh & Perundang-
Undangan Indonesia (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), him. 22.
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menjatuhkan  talak kecuali dalam keadaan dharurah, maka
berdasarkan induksi dari keseluruhan nash tersebut dapat
disimpulkan bahwa Undang-Undang atau ketentuan yang akan
diberlakukan mesti menerapkan asas "mempersempit kemungkinan
terjadinya talak". Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan
yang dikemukakan oleh suami tersebut telah mendapat legalitas
dari Syara' dan mesti pula di jatuhkan di Pangadilan Agama.®®

c. Tata cara perceraian menurut KHI

1. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak
terhadap isterinya, terlebih dulu mengajukan
permohonan secara lisan maupun tertulis kepada
Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri
dan disertai dengan alasan serta meminta agar
diadakan sidang untuk keperluan tersebut (Pasal
129 KHI);

2. Pengadilan Agama yang bersangkutan dapat
mengabulkan ataupun menolak permohonan talak
tersebut, dan keputusannya dapat dimintakan upaya
hukum tingkat banding maupun kasasi (Pasal 130
KHI).

Lebih lanjut sesuai ketentuan KHI mengenai teknis
penyelesaian perkara permohonan talak tersebut melalui tahapan
berikut:*°

1. Pengadilan =~ Agama  setelah mempelajari,
permohonan talak, maka dalam waktu selambat-
lambatnya 30 hari memanggil peinolion (suami)
dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang
segala sesuatu yang berkaitan dengan maksud
menjatuhkan talak;

8 Agustin Hanafi, Perceraian dalam Perspektif Figh & Perundang-
Undangan ..., him.264

%pasal 131 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran
Kompilasi Hukum Islam.
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. Setelah Pengadilan Agama (Hakim) tidak berhasil

menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup
alasan untuk menjatuhkan talak serta yang
bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam
rumah tangga, maka Pengadilan Agama,
menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami
untuk mengikrarkan talaknya

. Setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai

kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan
talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, yang
dihadiri oleh isteri atau kuasanya;

. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam

tempo 6 bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan
Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk
mengikrarkan ~ talaknya gugur dan ikatan
perkawinan masih tetap utuh;

. Setelah sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan,

Pengadilan Agama membuat penetapan tentang
Terjadinya Talak sebanyak rangkap 4 yang
merupakan bukti perceraian bagi mantan suami dan
isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak
dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di
wilayah .tempat tinggal suami untuk diadakan
pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing
diberikan kepada mantan suami isteri, dan helai
keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

d. Manfaat perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah
Adapun manfaat atau maslahah yang mengharuskan talak
dilakukan di depan sidang Mahkamah Syar’iyah yaitu:%

%1Beni Ahmad, Figh Munakahad, Jilid 2 (Bandung: Pustaka Setia 2010),

him. 97-100
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1. Mempunyai kepastian hukum
Agar talak yang sudah dijatuhkan itu mempunyai
kepastian hukum khususnya bagi istri, ketika istri mau
menikah lagi, ia tidak akan kesulitan untuk mengurus
proses nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA).
untuk mengurus proses nikahnya di Kantor Urusan
Agama (KUA). Karena KUA tidak akan mengabulkan
permohonan janda untuk menikah lagi tanpa ada surat
keterangan resmi dari Pengadilan Agama bahwa ia
sudah menjadi janda. Begitu juga dengan suami, sama
halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian
di luar Pengadilan akan mengalami kesulitan ketika
hendak menikah lagi dengan perempuan lain.
Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak
akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki
kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah
lagi melalui pihak KUA tidak akan diizinkan sampai
ada surat yang sah dari Mahkamah Syar’iyah
2. Adanya kepastian tentang nafkah anak

Setelah suami dan istri bercerai, mereka berdua
tetap mempunyai kewajiban memelihara dan
mengasuh anak-anak, maka dalam hal ini Pengadilan
dapat memberikan putusan bahwa sang suami
tetap bertanggung jawab memberikan semua biaya
pemeliharaan sampai pendidikan sesuai dengan
kebutuhan anak, jika sang suami tidak mampu, sang
istri bisa menggantikan kewajiban sang suami
tersebut. Kalau talak dilakukan di luar Pengadilan,
tentu anak tidak mendapatkan haknya, yaitu berupa
nafkah, karena banyak sekali kasus setelah berpisah
anak tidak mendapatkan haknya dan anak menjadi
terbengkalai.
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3. Kepastian tentang nafkah istri

Kepastian nafkah istri yaitu nafkah iddah, tempat
tinggal selama iddah, dan pembagian harta bersama.
Seorang istri yang diceraikan di pengadilan bisa
menuntut untuk nafkah selama istri menjalankan iddah
dan ia juga bisa menuntut untuk pembagian harta
bersama, harta yang di dapatkan selama hidup berumah
tangga. Jika perceraian dilakukan di luar pengadilan
istri tidak akan bisa menuntut haknya selama masa
iddah dan juga tidak bisa menuntut tentang harta
bersama atau harta yang mereka dapatkan selama
pernikahan, karena tidak adanya bukti yang sah bahwa
istri sudah menjadi janda.

Berdasarkan penjelasan di atas, mengikrarkan talak di depan
sidang pengadilan merupakan keniscayaan agar kepentingan
wanita dan anak-anak selaku kaum lemah tetap terlindungi.
Pemutusan perkawinan harus didasari dengan alasan-alasan yang
jelas. Dengan demikian talak yang dilakukan di depan pengadilan
berarti talak telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alasannya
melalui proses sidang Pengadilan.

Selain itu, al-Haddad mencatat sebagaimana dikemukakan oleh
fatwa MUI ada beberapa alasan pentingnya penetapan ikrar talak di
depan Pengadilan Agama yaitu:®2

1) Pengadilan ~ merupakan lembaga kekuatan
pelindung. Pengadilan yang berfungsi sebagai
pelindung merupakan salah satu sarana kita untuk
melindungi hak-hak sebagai seorang istri dan anak,
dengan melakukan talak di depan pengadilan maka
ada lembaga yang menjamin dan melindungi agar
semua hak istri dan anak dapat dipenuhi oleh suami.

2) Pengadilan merupakan upaya penyelamatan
keluarga dan perkawinan dari kehancuran. Di

%Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 1V, Solusi Hukum Islam
terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan (Jakarta: MUI, 2012), him. 60.
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dalam pengadilan tidak langsung hakim
memutuskan pasangan suami istri bercerai tetapi
memiliki tahapan untuk memperbaiki rumah tangga
seperti dilakukannya mediasi agar rumah tangga
yang goyah bisa kembali utuh

3) Pengadilan menjamin agar penggunaan talak tidak
menyimpang dari ajaran Islam sehingga hak talak
dilakukan benar-benar dalam keadaan darurat.

4) Pengadilan diharapkan dapat berperan dalam
menjamin hak masing-masing pihak sebagai
akibat perceraian. Pengadilan memiliki kekuatan
hukum dalam menjamin hak seorang istri dan anak
sehingga jika suami tidak memenuhi apa yang
menjadi kewajibannya, maka istri dapat melapor
dan menuntut haknya tersebut.

5) Pengadilan dapat menjamin ketentuan hidup para
istri, lebih-lebih lagi bagi suami yang mempunyai
istri lebih dari satu.

6) Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab
terjadinya perceraian.

7) Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan
pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara.

e. Prinsip-prisip perceraian di depan sidang pengadilan®
1. Prinsip mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan
selama dapat dilangsungkan kembali tanpa harus
perceraian. Di sisi lain, alasan hukum tersebut untuk
mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan
kerusakan baik bagi suami dan istri maupun keluarga
yang terdampak seperti anak. Perceraian melalui
sidang pengadilan untuk penekanan redaksi yang
menunjukkan harus berhati-hati dalam membina

%Abdulloh Munir, “Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan
Perspektif Magasid Al-Syari’ah Ibnu Asyur”, Journal of Islamic Family Law |
Vol. 3 No. 2 Juli 2019, him. 103-105.
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rumah tangga agar tidak terucap kata-kata yang
mengandung perceraian, meskipun dalam
perkembangannya perceraian harus di depan sidang
pengadilan namun tidak mengubah nilai-nilai dalam
hukum islam sendiri. Selanjutnya, prinsip  ini
ditunjukkan melalui berbagai macam prosedural dan
mediasi dalam perceraian yang harus dipenuhi oleh
kedua belah pihak. Hal ini sebagai wujud penerapan
apa yang terkandung dalam nash-nash al-Qur’an dan
hadits tentang perkawinan dan perceraian.

. Prinsip tanggung jawab

Adanya penerapan perceraian harus di depan sidang
pengadilan menunjukkan upaya untuk
mempertimbangkan aspek individu masing-masing,
baik dari istri maupun suami, bahkan keluarganya.
Fakta lapangan menjelaskan bahwa setiap perceraian
meninggalkan dampak bagi pelaku dan korban.
Dampak inilah yang harus dipertimbangkan secara
kuat dan realistis sehingga benar-benar terealisasi
dengan baik. Dengan kata lain, terjadinya perceraian,
baik dalam prosesnya maupun setelahnya harus
dilandasi atas tanggung-jawab masing-masing dalam
penegakan hukum perceraian dan mewujudkan
kemaslahatan bagi setiap individu, sekaligus
menghindari mudarat bagi setiap individu.

. prinsip persamaan

Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan
menunjukkan maqgasid syari’ah berupa persamaan
dalam hak dan kewajiban. Prinsip persamaan ini
tidak lain sebab sebab penerapan perceraian di depan
sidang merupakan jalan terakhir yang digunakan
untuk menyelamatkan kehidupan suami-istri dan anak-
anaknya karena rumah tangganya tidak mungkin untuk
dipertahankan kembali. Demikian ini, membuktikan
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bahwa terjadinya perceraian tidak sebatas pemahaman
dalam hadits yang mengatakan bahwa perceraian dapat
dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh suami,
namun dengan adanya aturan perceraian di depan
sidang ini menuntut para pelakunya untuk tidak
memberlakukan perceraian secara  Ssemena-mena,
baik dari istri maupun suami, sehingga cara- cara
thsan yang menuntut persamaan hak dan kewajiban
dilandasi oleh alasan- alasan yang dibenarkan secara
hukum dan berkekuatan hukum. Selain itu, prinsip
persamaan dalam  perceraian harus di depan
sidang pengadilan merupakan bentuk perlindungan
hukum kepada suami dan istri. Sehingga prinsip
mempersulit perceraian masih berlaku dengan berbagai
macam upayanya agar perkawinan tetap terjaga.
Demikian ini, perlindungan dan penegakan hukum
menjadi landasan persamaan antara hak dan kewajiban
masing-masing pihak yang tidak dapat diabaikan
dalam memperjuangkan apa yang dianggap sebagai
solusi atau jalan terbaik dalam kehidupan berumah
tangga. Persamaan suami dan istri dalam perceraian
yang hanya bisa terealisasi jika dilakukan di depan
sidang pengadilan dilandasi pada fitrah manusia
yang harus diperlakukan sama di depan hukum
syariat, apalagi hukum positif, sehingga mencakup
pada permasalahan yang muncul di lapangan mengenai
meningkatnya perceraian yang harus ditekan  dan
upaya hak-hak kehidupan serta maslahatnya yang
harus diwujudkan bersama.

2.3 Kesadaran Hukum Perceraian di Depan Sidang Mahkamah
Syar’iyah
2.3.1 Tingkat kesadaran
Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum,
masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang
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tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono
Soekanto mengemukakan untuk mengetahui tingkat kesadaran
hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok
ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum
dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan
tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai
dengan yang tertinggi.®
Indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan
petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran
hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka
seseorang yang memberikan perhatian pada kesadaran hukum, akan
dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran
hukum kendatipun hanya mengenai hal-hal tertentu saja. Masalah
kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut
faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu sudah
diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat
hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf
kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya
dan seterusnya. Hal tersebut yang disebut legal consciousness atau
knowledge and opinion about law. Hal-hal yang berkorelasi dengan
kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:
a. Pengetahuan hukum (Law Awareness)
Bilamana regulasi perundang-undangan telah diundangkan
dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka
secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku.
Selanjutnya timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat
dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut,
misalnya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Peraturan
Pernikahan. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian
kenyataannya. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat
diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai
pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab

%“Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarat: Rajawalli,
1982), him. 228.
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olen masyarakat itu dengan benar, sehingga kita dapat
mengatakan bahwa masyarakat itu telah memiliki
pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-
pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat
dikatakan masyarakat tersebut belum atau kurang
mempunyai pengetahuan hukum.®

Pemahaman hukum (Law Acquaintance)

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh
masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan
pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman
hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan
perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak
yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-
undangan dimaksud. Contohnya tentang Pasal 115 KHI
mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila
diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman
hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh
masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan
bahwa masyarakatitu sudah mempunyai pemahaman hukum
yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan
dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa
masyarakat itu belum memahami hukum.®®

Sikap terhadap Peraturan-Peraturan hukum (Legal Attitude)

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan
penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas
sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental
dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum,
pernyataan Podgoresky dikutip oleh Soerjono Soekanto

66-67

% Abdullah, Sosiologi Hukum dalam..., him. 320.
%Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him.
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dengan masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai

berikut:®’

1. Fundamental attitudes, a disposition to accept some
legal norm or precept because it deserve respect as a valid
piece of law.

2. Instrumental attitudes, a tendency to accept the legal

norm or precept because it is appreciated as
advantageous or useful.
Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang
bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta
tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya
sendiri. Sebaliknya seorang instrumentalis akan
memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan
suatu kaidah hukum secara mantap. Seorang warga
masyarakat patuh pada peraturan mungkin Kkarena
bersikap fundamental atau karena sikapnya yang
instrumental. Sikap instrumental akan timbul apabila
sedang mentaati hukum karena rasa takut pada sanksinya,
karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang
mentaati peraturan tersebut. Bahwa sikap secara
menyeluruh  mempengaruhi  ketaatandan kepatuhan
tidaklah dapat diragukan lagi. Oleh karena, sikap
merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk
melakukan sesuatu terhadap manusia, benda atau
keadaan. Sikap yang fundamental berkembang sesuai
dengan meningkatnya usia, tingkat studi maupun
lingkungan tempat tinggal.%

d. Pola perilaku hukum (Legal Behavior)

Perilaku hukum menunjukkan di mana seseorang harus
berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Pola
perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang

%Soerjono  Soekanto, Perspektif  Teoritis Studi Hukum dalam
Masyarakat, ( Jakarta: Rajawali Press,1985), him. 244,
% |bid. hlm. 245.
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pada umumnya bertujuan untuk mencapai keserasian
antara ketertiban dengan kebebasan. Kiranya dapatlah
diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum
yaitu, (perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau
kriteria akan muncul ketaatan hukum yang cukup tinggi.
Dugaan tersebut akan sesuai dengan kenyataan apabila
ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat
berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilaku
hukum merupakan hal yang identik dengan ketaatan
hukum. Pola perilaku hukum merupakan Kriterium
ketaatan hukum apabila warga masyarakat berperilakuan
demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum
ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh
parawarga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi
telah melembaga dan bahkan mendarah daging.®®

2.3.2 Alasan- alasan

Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum

yaitu:

1. Introduction
Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi
kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi
untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik
agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam
masyarakat.

2. Habituation
Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi,
maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk
memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada
mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-
kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan.
Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama
kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya

% Soerjono  Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam
Masyarakat..., him. 247,
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terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi
perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang
sama.
3. Utility
Esensinya manusia mempunyai suatu kecenderungan
untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang
pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan
teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu
patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut.
Patokan-patokan tadi merupakan pedoman- pedoman atau
takaran- takaran tentang tingkah laku dan dinamakan
kaidah.
4. Group identification
Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah,
adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu
sarana untuk mengadakan identifikasi dengan
kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang
berlaku dalam kelompoknya bukan, karena dia
menganggap kelompoknya dominan dari kelompok
lainnya tetapi justru karena ingin mengadakan
identifikasi dengan kelompoknya tadi.*®
Dari uraian di atas, faktor-faktor ini merupakan indikator
tindakan (tingkah laku hukum) masyarakat. Berdasarkan indikator
itu dapat diukur sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat
yang bersangkutan.'®® Keempat indikator tadi sekaligus menunjuk
pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam
perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum,
maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih
rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka
kesadaran hukumnya tinggi.1%2

100Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum..., him. 351-352.

01Chairuddin, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), him.
102.

192Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat..., him. 229.
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Otje Salman mengargumentasikan indikator hukum, antara

Indikator pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui
tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh
hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah
hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku
tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum
maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Indikator pemahaman hukum vyaitu, sejumlah informasi
yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari
suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini
suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan
dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak
yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang
warga masyarakat ~mempunyai  pengetahuan  dan
pemahamnnya masing-masing mengenai aturan-aturan
tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman
yang benar mengenai Perda No. 7 Tahun 2012 tentang
penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang
pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum
dan pemahaman akan hukum tersebut.

Indikator sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk
menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap
hukum  sebagai  sesuatu yang bermanfaat atau
menguntungkan jika hukum tersebut ditaati seseorang
disini yang nantinya akan mempunyai orientasi untuk
mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum paham akan
hukum tersebut.

Indikator pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau
dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang
tengah berlaku pada suatu negara. Indikator ini adalah

1980tje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris,

(Bandung: Alumni, 1993), him. 40-42.
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indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut
dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam
masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum
dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.



BAB Il1

PRAKTIK PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT
BLANGKEJREN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.719 km2 dan terletak
pada koordinat 3°40'46,13"-4°16'50,45" LU 96°43'15,65"-
97°55'24,29" BT. Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan,
25 kemukiman dan 144 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas
adalah Kecamatan Pining dengan luas wilayah 135.008,35 Ha atau
24,33%, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah
Kecamatan Blangkejeren dengan luas wilayah 16.605,63 Ha atau
2,99% dari luas wilayah Kabupaten Gayo Lues. Blangkejeren adalah
sebuah Kecamatan di Kabupaten Gayo Luas yang sekaligus menjadi
Ibu Kota, dan menjadi pusat ekonomi, serta pusat pemerintahan di
Kabupaten Gayo Lues, Blangkejeren juga dilintasi jalan raya lintas
Tengah Sumatra. Secara administrasi Kabupaten Gayo Lues sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan
Kabupaten Gayo Lues mempunyai batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah,

Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang
dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh
Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat

Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh

Selatan.1%4

Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah yang berada di
ketinggian 500-2000 m di atas permukaan laut.

104http://bappeda.gayolueskab.go.id, Diakses Selasa 18 Februari 2024,
Pukul 20.00 WIB.
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Fisiografis wilayahnya didominasi daerah perbukitan dan
pegunun atas alasan ini pula kabupaten ini diberi julukan “Negeri
Seribu Bukit”. Kabupaten yang berhawa dingin dengan suhu dapat
mencapai 15°C ini memiliki tofografis wilayah yang rata-rata
kemiringan lahannya berkisar antara 25-40%.

Kabupaten Gayo Lues pada umumnya sama dengan wilayah
lainnya di Indonesia yang merupakan beriklim trofis dan
bertemperatur sedang. Adapun curah hujan rata-rata di bawah
3000mm per tahun dan hari hujan di bawah 150 hari per tahun.
Jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Gayo Lues
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Gayo Lues
pertengahan tahun 2011 berjumlah 81,382 jiwa dengan demikian
kepadatan penduduk kabupaten ini pada saat ini mencapai 14,23
jiwa/ km2. Jika ditinjau dari luas wilayah per kecamatan maka
kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan
Blangkejeren dengan kepadatan penduduk rata-rata 157,45 jiwa/
km2 dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah
Kecamatan Pining dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar
2,73 jiwa/ km2. Dengan sex ratio antara jumlah penduduk laki-laki
dengan perempuan sebesar 99,03. Ini artinya jumlah penduduk
perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Mata pencarian masyarakat Gayo Lues di dominasi oleh
sektor pertanian, hanya sebagian kecil saja yang bekerja di luar
bidang pertanian seperti Pegewai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan
Polisi. Adapun beberapa komuditi unggulan pertanian yang ada di
Gayo Lues seperti cabe, serai wangi, nilam, tembakau, coklat, kopi,
durian dan jagung. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gayo
Lues adalah kabupaten yang memiliki basis perekonomian dari
sektor pertanian. Tentu dalam pengembangannya kabupaten ini
harus dimulai dari revitalisasi sektor pertanian menuju kabupaten
agraris yang madani dan sejahtera.%®

105http://bappeda.gayolueskab.go.id, Diakses Selasa 18 Februari
2024, Pukul 20.00 WIB.
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3.2 Praktik Perceraian dalam Masyarakat Kecamatan
Blangkejeren

Praktik perceraian dalam masyarakat Blangkejeren pada
umumnya sudah mengikuti aturan-aturan sesuai dengan Syariat
Islam dan masyarakat sudah mengerti akan syarat dan rukun-rukun
dalam perceraian itu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Pengulu Kampung
Jawa, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

“Pada umumnya masSyarakat di Kampung Jawa ini sudah

paham akan aturan-aturan mengenai perceraian. Dan kami

pun pihak perangkat kampung sering mensosialisasikan
tentang keluarga, terutama tentang keharmonisan
berkeluarga. "%

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh pak Pengulu Kampung
Kutelintang, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

“Masyarakat kami yang ada di Kampung Kutelintang ini
sudah mengerti mengenai rukun dan syarat dalam
perceraian dan kami pun dari pihak kampung sendiri
mempasilitasi bila ada perceraian di Kampung Kutelintang
ini, dalam artian setiap yang akan bercerai akan dapat
nasihat atau pengarahan dari urang tue kampung. "%

Hal yang sama disampaikan juga oleh bapak Pengulu
Kampung Penampaan, sebagaimana dalam ungkapannya
menyatakan:

“Mengenai  permasalahan perceraian di Kampung

Penampaan ini masyarakatnya pada umumnya sudah paham

dan mengerti semua akan aturannya baik syarat atau pun

rukunya, karna dalam kajian agama di kampung ini sering
membahas tentang permasalahan keluarga. "%

106 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa, pada
tanggal 02 April 2024.

197Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung
Kutelintang, pada tanggal 02 April 2024.

1%8Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung
Penampaan, pada tanggal 02 April 2024.
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Berdasarkan wawancara penulis dengan tiga Kepala Desa di
Kecamatan Blangkejeren masyarakat pada umumnya sudah
mengerti aturan perceraian baik mengenai rukun perceraian maupun
syarat-syaratnya. Karna dalam aturan Islam sendiri apabila rukun
dan syarat sudah terpenuhi maka perceraian itu sudah dianggap
sah.10°

Walaupun perceraian itu adalah masalah pribadi dalam
keluarga akan tetapi pada prakteknya perceraiannya di Kecamatan
Blangkejeren melibatkan aparatur kampung dan memiliki tahapan-
tahapan sebagai berikut:

a. Penyelesaian perkara di pihak keluarga, baik pada

keluarga laki-laki maupun perempuan.

Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu
Kampung Jawa dalam ungkapanya menyakpaikan.

“Sepengetahuan saya di Kampung Jawa ini dan pada
umumnya di Kecamatan Blangkejeren ini apabila ada
masyarakat yang akan bercerai maka mereka biasanya
sudah terlebih dahulu mendiskusikan permasalahannya
dengan keluarga besar atau sudah ada nasihat baik dari
pihak keluarga perempuan atau keluarga laki-laki. Karna
seyogianya pihak keluarga harus terlebih dahulu tau akan
permasalahan anaknya. "%

Hal yang sama di sampaikan juga oleh Bapak Pengulu
Kampung Kutelintang, sebagaimana dalam ungkapannya
menyatakan:

“Di Kutelintang ini apabila ada masyarakat kami yang

hendak bercerai maka kami sangat menganjurkan agar di

selesaikan dulu ditingkat keluarga, yang maksudnya segala

109 Sayyid Sabig, Figh Sunnah (terj. Nor Hasanuddin, Dkk) (Jakarta: Pena
Pundi Aksara, 2006), him. 140-144.

110 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa, pada
tanggal 02 April 2024.
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permasalah suami istri itu harus di ketahui dulu oleh orang
tua kedua belah pihak.!!
b. Penyelesaian perkara pada pihak kampung, disini biasa
pihak kampung sendiri melibatkan penasihat kampung
(Urang Tue) atau Pengulu (Kepala Desa) yang berada di
kampung tersebut.
Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu
Kampung Jawa dalam ungkapanya menyakpaikan
“Setelah pihak keluarga merasa tidak lagi mampu
menasihati, maka biasanya pihak keluarga akan memanggil
pihak kampung agar dinasihati untuk terakhir kalinya
sebelum kami sarankan mengurus perceraiannya secara
administrasi ke kantor desa untuk pengantar pada
Mahkamah Syar ‘iah. 2
Hal yang sama disampaikan juga oleh Bapak Pengulu
Kampung Penampaan, sebagaimana dalam ungkapannya
menyatakan:
“Kami dari pihak kampung memang mempasilitasi
perceraian dalam artian menasihati pihak yang hendak
bercerai agar bisa hidup rukun kembali, akan tetapi apabila
tak juga ketemu titik terangnya maka kami akan melepas
mereka untuk bercerai di depan sidang Mahkamah
Syar iyah. Walaupun demikian masih ada warga kami yang
tidak menguruskan akta cerainya secara administrasi ke
Mahkamah Syariyah dan hal ini akan bedampak buruk bagi
masyarakat selain tidak mendapat akta cerai mereka juga
tidak dapat mengurus pelayanan administrasi ditingkat desa
karna hal ini sudah menjadi ketentuan. "3

111 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kutelintang, pada
tanggal 02 April 2024.

112 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa, pada
tanggal 02 April 2024.

13Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung
Penampaan, pada tanggal 02 April 2024.
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Berdasarkan wawancara saya dengan bapak Pengulu maka
pihak kampung sendiri juga sebenarnya sudah mempasilitasi dalam
bentuk mediasi agar suami dan istri tidak langsung bercerai, akan
tetapi terlebih dahulu didiskusikan sebuah permasalahannya.
Terkecuali tidak juga bisa disatukan kembali maka cerailah menurut
cara yang benar, karna sesungguhnya cerai itu adalah jalan terakhir
dalam berumah tangga, dan aparat kampung juga tidak lupa
menegaskan bahwa setiap perceraian mestilah di depan sidang
Mahkamah Syar’iyah untuk mendapat perlindungan hukum. bahkan
pengulu kampung memberi sangsi administrasi apabila tidak
membuat akta cerai maka pengurusan administrasi dalam hal apapun
tidak akan dilayani.

3.3 Alasan-alasan Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren
Melakukan Perceraian di Luar Sidang Mahkamah
Syar’iyah

Perceraian merupakan sebuah proses penyelesaian
konflik dalam perkawinan. Perceraian juga merupakan suatu
proses yang menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi,
sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum
yang berlaku. Banyak alasan bagi pasangan suami istri untuk
memilih jalan penyelesaian perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, ditemukan beberapa
alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya Perceraian di luar
sidang Mahkamah Syar’iyah yaitu:

1. Faktor kesadaran hukum masyarakat
Salah satu faktor yang sangat berpengaruh mengefektifkan
suatu peraturan adalah masyarakat. Yang dimaksud di sini
adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu
peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat
kepatuhan secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat
kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah
satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
setiap masyarakat ataupun golongan sedikit banyaknya
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memiliki  kesadaran hukum, masalah yang timbul
merupakan tingkat kepatuhan hukum, yaitu suatu kepatuhan
hukum yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Karena
itu, adanya tingkatan kepatuhan hukum masyarakat kepada
hukum adalah salah satu indikator fungsinya hukum yang
bersangkutan.
Seperti hasil wawancara penulis dengan bapak Pengulu
Kampung Jawa dalam ungkapanya menyampaikan.
“Setelah kami dari pihak kampung tidak bisa lagi
mendamaikan antara suami dan istri dan keputusan mereka
memang harus bercerai maka kami menganjurkan agar
masyarakat untuk bercerai di Mahkamah Syar’iyah agar
adanya kepastian hukum dan ini juga memang sudah
ketentuan negara kita. Akan tetapi masih ada juga yang
tidak mau mengurus akta cerainya di Mahkamah Syar’iyah
dengan berbaigai alasan”*'*
Hal yang sama disampaikan juga oleh Kepala Mahkamah
Syar’iyah, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:
“Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues ini sudah taat dan patuh mengenai
aturan bercerai harus di depan sidang Mahkamah
Syar’iyah, akan tetapi masih ada dari masyarakat yang
enggan mengurus akan akta cerai ini, baik dengan alasan
proses yang lama atau sangat ribet dalam administrasinya
dan alasan lain sebagainya. Padahal tidaklah demikian
adanya dan akta cerai itu sangat berguna nantinya bagi
mereka sendiri.”*®

114 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa, pada
tanggal 02 April 2024.

115 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Mahkamah Syar’iyah,
pada tanggal 04 April 2024.
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Disampaikan juga oleh narasumber inisial S, dalam
ungkapannya menyampaikan:

“Kami sudah lama bercerai dan sampai sekarang saya tidak
mengurus akta cerai ke Mahkamah Syar’iyah, begitu juga
dengan matan istri saya juga tidak ada lagi komunikasi
untuk mengurus surat cerai dan tidak ada masalah sampai
sekarang. 11

2. Pemahaman terhadap aturan hukum yang sudah tertanam
sejak kecil (introduction)
Sebab mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah
adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat
demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi
kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial

SR, dalam ungkapannya menyampaikan:

“sepengetahuan saya dari sejak dulu urusan bercerai itu
tidak perlu lagi ke Mahkamah syar’iyah cukup diketahui
oleh suami istri dan keluarga maka sudah selesai dan itu
dari dulu sudah dianggap sah. Y’

3. Memisahkan antara aturan agama dan aturan negara
Menurut sebahagian masyarakat Blangkejeren, hukum
Islam harus di kedepankan dalam masalah perceraian dari
hukum positif yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu
pemahaman terhadap aturan hukum perceraian agama
tersebut merupakan faktor penting yang sangat
mendominasi dikalangan masyarakat ketika mereka
melakukan perceraian di bawah tangan. Di sini mereka
mencukupkan  perilakunya tersebut pada ketentuan
perceraian hukum Islam dan memisahkanya dengan hukum
positif yang berlaku.

116Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial S, warga Kampung
Jawa, pada tanggal 30 Maret 2024.

"7Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial SR, warga Kampung
Jawa, pada tanggal 30 Maret 2024.
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Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial
SS, dalam ungkapannya menyampaikan:
“Kami sudah bercerai secara sah menurut aturan Islam,
dan masyarakat sudah tau bahwa kami sudah bercerai, kan
itu sudah jatuh talak menurut agama, jadi Mahkamah
Syar’iyah itu hanya sebagai pencatatanya saja.”**®
Hal yang sama disampaikan juga oleh narasumber inisial
AM, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:
“Ajaran Islam mengajarkan apabila sudah terpenuhi rukun
dan syarat dalam perceraian maka cerai itu sudah di anggap
sah, kan yang terpenting disini pengakuan Islamnya, karena
kami menikahnya dengan cara yang Islam maka saat
berceraipun dengan yang Islam. "**°
4. Perceraian di Mahkamah Syar’iyah memerlukan waktu
yang cukup lama
Perceraian yang dilakukan di persidangan, dapat memakan
waktu yang cukup lama. Karna bercerai di Mahkamah
Syar’iyah perlu mempersiapakan beberapa pesiapan baik
dokumen dan lain sebagainya, barulah pihak Mahkamah
Syar’iyah akan melanjutkan ke proses selanjutnya dan tidak
akan selesai dalam sekali proses di pengadilan.
Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial
BN, dalam ungkapannya menyampaikan:
“Dari informasi yang saya dengar-dengar bahwa untuk
membuat akta cerai di Mahkamah Syariyah memakan
waktu yang cukup lama, karena banyak sekali tahapan
yang harus diselesaikan. "?°

118Hasil wawancara penulis dengan lbu inisial SS, warga Kampung Jawa,
pada tanggal 30 Maret 2024.

1%Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial AM, warga Kampung
Kutelintang pada tanggal 31 Maret 2024,

120Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial BN, warga Kampung
Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.
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Hal yang sama disampaikan juga oleh narasumber inisial M,
sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

“Menurut keterangan dari tetangga saya, banyaknya
tahapan yang harus diselesaiakn, kami memutuskan untuk
tidak mengurus akta cerai kami di Mahkamah Syar’iyah,
karna hal tersebut akan menghalangi pekerjaan kami
sebagai petani, yang seharusnya bisa bekerja di sawah
malah terhalang dengan dipanggil untuk sidang, dan itu pun
tidak langsung selesai. "2

5. Masyarakat belum paham akan manfaat perceraian di depan
sidang Mahkamah Syar’iyah
Dalam hal ini menjatuhkan talak di depan pengadilan
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa
perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan
kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan mudah
begitu saja diputuskan
Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak pengulu

Kampung Kutelintang, dalam ungkapannya menyampaikan:

“Menurut kami masih ada masyarakat di kampung ini yang
belum paham akan manfaat bercerai di depan sidang
Mahkamah Syar’iyah, sehingga mereka belum mau
menguruskan akta cerainya, di saat diminta untuk sebuah
administrasi disitu mereka baru paham akan manfaat akta
cerai itu sendiri. "%

6. Lemahnya kondisi ekonomi masyarakat
Ketentuan biaya perkara di Mahkamh Syar’iyah merupakan
peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam
mengajukan perkara cerai talak dan cerai gugat di Mahkamh

121Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial M, warga Kampung
Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.

12Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kutelintang, pada
tanggal 02 April 2024.



75

Syar’iyah, dimana para pihak diharuskan membayar
sejumlah biaya.
Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial
BN, dalam ungkapannya menyampaikan:
“Kondisi kami yang hanya sebagai petani, membuat sulit
bagi kami untuk membiayai persidangan di Mahkamah
Syar’iyah, selain biaya berperkara di pengadilan kami
masih perlu lagi biaya transportasi, dan biaya melengkapi
dokumen-dokumen dan lain sebagainya. 123
Hal yang sama disampaikan juga oleh narasumber inisial M,
sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:
“Saya mendapatkan informasi dari tetangga yang sudah
berpisah, mereka untuk mengurus akta cerai saja sudah
banyak menghabiskan banyak biaya, sedangkan kami yang
penghasilan pas-pasan sepertinya tidak mampu untuk
mengurusnya, maka oleh karena itu kami putuskan untuk
tidak mengurus akta cerai di Mahkamah Syar ‘iyah” *?*
Faktor kesadaran hukum dan ekonomi sebagai alasan
dilakukannya cerai di luar sidang Mahkamah Syar’iyah pada kasus
ini memiliki dominasi kuat. Hal ini penulis dapatkan setelah terlibat
secara aktif dalam wawancara tanya jawab tentang alasan pelaku
melakukan cerai di luar sidang Mahkamah Syar’iyah, peneliti
menemukan di lapangan bahwa ada satu kasus cerai di bawah tangan
yang dilatarbelakangi oleh tidak adanya biaya untuk berpekara.
Secara keseluruhan, kasus cerai di luar sidang Mahkamah
Syar’iyah dikalangan masyarakat Blangkejeren ini cukup unik dan
menarik. Penulis menilai bahwa latar  belakang seseorang
melakukan cerai di luar sidang tidak hanya disebabkan oleh satu
faktor saja. Terlebih pada kasus ini yang faktanya memiliki banyak

123Hasil wawancara penulis dengan bapak inisial BN, warga Kampung
Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.

124Hasil wawancara penulis dengan bapak inisial M, warga Kampung
Penampaan pada tanggal 29 Maret 2024,
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faktor sehingga ia memilih untuk bercerai di luar sidang Mahkamah
Syar’iyah.

Dari beberapa poin tersebut, maka perceraian di depan
sidang Mahkamah Syar’iyah adalah suatu tindakan yang mesti
diimplementasikan oleh masyarakat. Perceraian adalah suatu
tindakan hukum antara suami dan juga istri, dan juga mewujudkan
akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena itu, perlu
diatur perceraian mesti di depan sidang Mahkamah Syar’iyah
melalui akta cerai.

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia mengadopsi
asas prinsiple of legality positivisme dengan memiliki destinasi
setiap orang mesti patuh serta taat pada undang-undang yang ada,
sehingga tiap masyarakat baru dapat dianggap mengetahui regulasi
negara agar tidak seorangpun berstatement tidak mengetahuinya
serta juga agar ketidaktahuan seseorang akan hukum itu tidak
memaafkannya.

Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan
kewajiban bagi setiap masyarakat baik itu terhadap hukum tertulis
atau hukum vyang tidak tertulis. Ketaatan tersebut merupakan
sarana yang akan menjadikan masyarakat Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues patuh terhadap norma-norma atau aturan
hukum yang berlaku, baik itu dalam bidang pidana maupun yang
perdata.

Dalam konteks keasadaran hukum yang dimiliki oleh
masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues adalah
sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh
pemerintah. Dalam Islam ketaatan terhadap pemerintah merupakan
salah satu hal yang sangat mendasar dalam menjalankan kewajiban
sebagai manusia. Kepatuhan terhadap pemerintah merupakan
kewajiban bagi orang-orangyang beriman.

Berdasarkan dari eksplanasi di atas, maka memberikan
pemahaman bahwasanya yang diperoleh dari Perceraian tanpa di
depan sidang Mahkamah Syar’iyah, cuma sebatas kepunyaan
masing-masing saja, sebab tidak ada bukti konkret dari
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Perceraian tersebut. Padahal Perceraian itu adalah insiden hukum
yang begitu signifikan. Sama halnya dengan kelahiran, kematian
dan sebagainya. Dibuktikan melalui prosesi Perceraian tersebut
dengan tidak menampilkan bukti konkret yang tertulis, itu tidaklah
memenuhi sebagai keterangan telah bercerai. Dalam Perceraian ada
instansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan
pencatatan atau pembuatan akta cerainya. Karena itu, manakala
prosedur persidangan itu telah dilaksanakan di Mahkamah
Syar’iyah, maka akan diberikan akta cerai dari para petugas yang
memiliki otoritas di dalamnya. Secara fungsional, akta cerai itu
adalah bukti konkret dan holistik yang dapat digunakan dalam
jangka panjang. Bilamana regulasi yang ditetetapkan tidak
direalisasikan, maka prosesi Perceraian yang dilaksanakan oleh
sebahagian masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo
Lues tidak memiliki legalisasi.

3.4 Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan
Blangkejeren yang Bercerai di Depan Sidang Mahkamah
Syar’iyah

Di Indonesia selain pernikahan yang harus tercatat di

KUA kecamatan akan tetapi perceraian juga harus tercatatkan dan

mendapatkan bukti perceraian atau dikenal dengan sebutan akta

cerai. Ketentuan ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-
undangan.

Adapun aturan-aturan keharusan bercerai di depan sidang

pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”?

2. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama. “perceraian hanya dapat dilakukan di depan

15pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang
Perkawinan.
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sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”%

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI). “perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah
Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah
pihak.”%?’

Dari ketiga aturan di atas baik menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam sudah sangat jelas menegaskan perceraian dianggap sah
apabila dilakukan di depan sidang pengadilan.

Kesadaran hukum masyarakat erat kaitanya dengan
kepatuhan hukum akan tetapi yang membedakannya di sini ialah
dalam kepatuhan hukum ada rasa takut terhadap pengawasan dan
sangsi yang diberikan sedangkan kesadaran hukum itu adalah
tingkatan tertinggi dalam pelaksanaan hukum, kesadaran hanya akan
muncul dari hati nurani manusia, ada atau tidaknya pengawasan,
seseorang tersebut tetap patuh terhadap peraturan yang sedang
berlaku. Dalam menjalankan kesadaran hukum seyogianya harus
menghadirkan rasa takut terhadap Allah, berhubung perintah dan
larangan itu datangnya dari Allah, ketika manusia memiliki rasa
takut terhadap Allah maka akan memunculkan kesadaran bahkan
ketaatan hukum, apalagi dalam penelitian ini berkaitan dengan hak
perempuan dan anak.

Oleh karenanya sangat di perlukan kesadaran masyarakat
agar aturan ini bisa berjalan dengan semestinya, Setiap manusia
yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf
kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah.
Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan
bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat
terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu

1%6pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006. Perubahan atas Undang-
Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

127pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran
Kompilasi Hukum Islam.
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pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola
perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat
kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan
yang tertinggi.

Indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan
petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran
hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka
seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan
dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran
hukum walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.'?® Dari
indikator-indikator ini nantinya penulis dapat mengukur apakah
kesadaran masyarakat tinggi atau rendah.

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya
menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu
diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat
hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf
kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya
dan seterusnya. Hal tersebut yang dimaksud dengan legal
consciousness atau knowledge and opinion about law. Hal-hal yang
berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum (Law Awareness)

Bilamana regulasi perundang-undangan telah diundangkan

dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka

secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku.

Selanjutnya timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat

dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut,

misalnya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Peraturan

Pernikahan. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian

kenyataannya. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat

diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai
pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab
olen masyarakat itu dengan benar, sehingga kita dapat

128Apdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarat: Rajawali,
1982), him. 228.
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mengatakan bahwa masyarakat itu telah memiliki

pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila

pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan
benar, dapat dikatakan masyarakat tersebut belum atau
kurang mempunyai pengetahuan hukum.?

Sebagaimana pengetahuan hukum masyarakat tentang
perceraian di depan Mahkamah Syar’iyah, seperti hasil wawancara
penulis  dengan narasumber inisial SD, dalam ungkapannya
menyampaikan:

“Dalam aturannya perceraian saya mengetahui bahwa

bagi para pasangan yang hendak bercerai agar

melaksanakan perceraiannya di depan Mahkamah

Syar’iyah, dan nantinya pasti akan memperoleh akta cerai

dari pihak Mahkamah Syar iyah.**°

Selanjutnya ungkapan dari narasumber inisial LS,
sebagaimana dalam pernyataannya:

“Setahu saya, bila Perceraian tersebut di depan Mahkamah

Syar’iyah, maka akta cerai dengan sendirinya akan

didapatkan. Sebab suatu Perceraian bukan saja sah dalam

pandangan agama, tetapi harus sah juga dalam
pandangan negara. Sehingga Perceraian tersebut akan

mendapatkan perlindungan dari negara. 3

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan
para narasumber penelitian bahwasanya masyarakat Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues mengetahui tentang perceraian
harus di depan sidang Mahkamah Syar’iyah, secara spesifik bagi
masyarakat yang telah mempunyai akta cerai dan sebahagian yang
belum ada memiliki akta cerai. Berdasarkan dari penjelasan para
narasumber penelitian di atas, maka penulis memberikan deskripsi

129 Abdullah, Sosiologi Hukum dalam..., him. 320.

130Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial SD, warga Kampung Jawa,
pada tanggal 30 Maret 2024.

181Hasil wawancara penulis dengan lbu inisial LS, warga Kampung
Jawa, pada tanggal 30 Maret 2024.
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bahwasanya terdapat masyarakat Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues pada umumnya mengetahui tentang
perceraian harus di depan sidang Mahkamah Syar’iyah.

Pada orientasinya, tiap-tiap orang diasumsikan bahwa
mengetahui tentang perceraian harus di depan sidang Mahkamah
Syar’iyah, supaya dapat mengimplementasikan dan merenunginya.
Sehingga kepentingan ataupun hak-hak masyarakat terpayungi dari
berbagai tipu muslihat atau mara bahaya yang mengitari di
sekelilingnya, walaupun dalam realita implementasinya begitu
berbeda.

b. Pemahaman Hukum (Law Acquaintance)
Apabila hanya sekedar pengetahuan hukum saja yang
dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih
diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui
pemahaman hukum tersebut, masyarakat diharapkan
memahami tujuan dari peraturan perundang-undangan serta
manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh
peraturan perundang- undangan yang dimaksud. Contohnya
mempunyai kepastian hukum, adanya kepastian tentang
nafkah, kepastian tentang memperoleh harta bersama.
Pemahaman hukum masyarakat hanya akan dapat diketahui
bilamana diajukan seperangkat pertanyaan mengenai
pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab
oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat
mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai
pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-
pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat
dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami

hukum. 132

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan narasumber
inisial SM, sebagaimana dalam pendapatnya:

132 Ali Zainuddin, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him.
139
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“Akta Perceraian itu sebagai syarat apabila nantinya saya

ingin berumah tangga kembali, bilamana tidak memiliki akta

cerai, maka saya tidak dapat menikah kembali secara sah

menurut administrasi negara. Intinya kalua ada data akta

cerai dapat memperlancar semua urusan secara legal. "%

Ungkapan selanjutnya dari narasumber inisial ZK,
sebagaimana dalam pernyataannya:

“Di dalam aturannya, tentang perceraian harus di depan

sidang Mahkamah Syar’iyah itu akan memberi dampak baik

seperti melindungi para mantan suami dan istri. Dan semua
urusan yang akan dihadapi akan mendapat payung
hukum  dari negara. Karenanya cerai di depan sidang

Mahkamah Syar’iyah itu baik bagi pasangan baik mantan

suami dan istri bahkan baik juga bagi keturunan. 34

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan
beberapa narasumber terhadap pemahaman hukum masyarakat
tentang perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah
menerangkan bahwa masyarakat memahami signifikansi tentang
tentang hal tersebut. Masyarakat yang memiliki akta cerai ataupun
sebahagian yang tidak memiliki akta cerai. Oleh sebab itu, dari
ungkapan para narasumber penelitian, maka hasil wawancara
memberikan deskripsi bahwasanya masyarakat Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues telah memahami tenatang isi,
tujuan maupun manfaat dari perceraian di depan sidang Mahkamah
Syar’iyah.

Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah
diproyeksikan untuk mencegah mudarat yang akan terjadi. Ini
merupakan suatu mamfaat yang diatur melalui perundang-undangan
untuk melindungi baik mantan istri atau mantan suami dan
khususnya bagi perempuan. Melalui perceraian yang dibuktikan oleh

133Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial SM, warga Kampung
Jawa, pada tanggal 30 Maret 2024.

134 Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial ZK, warga Kampung
Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.
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akta, apabila terjadi perselisihan diantara mantan suami atau mantan
istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum
guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.
Karena dengan akta tersebut, mantan suami dan mantan istri
memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka
lakukan.*®

c. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (Legal Attitude)

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan

penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas

sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental
dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum,
pernyataan Podgoresky dikutip oleh Soekanto dengan
masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai berikut:**

1. Fundamental attitudes, a disposition to accept some
legal norm or precept because it deserve respect as a
valid piece of law.

2. Instrumental attitudes, a tendency to accept the legal
norm or precept because it is appreciated as
advantageous or useful.

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang
bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa
mempertimbangkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya
seorang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-
keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum secara mantap.
Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena
bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Sikap
instrumental akan timbul apabila sedang mentaati hukum karena rasa
takut pada sanksinya, karena ada pengawasan atau karena
kebanyakan orang mentaati peraturan tersebut. Bahwa sikap
secara keseluruhan mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan tidaklah

1%5Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003), him. 107.

1% Soerjono  Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam
Masyarakat, ( Jakarta:Rajawali Press,1985), him. 244.
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dapat diragukan lagi. Oleh karena sikap merupakan kecenderungan-
kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda
atau keadaan. Sikap yang fundamental berkembang sesuai dengan
meningkatnya usia, tingkat studi maupun lingkungan tempat
tinggal.*¥’

Sebagaimana dikemukakan oleh narasumber inisial UK,
sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

“Untuk perceraian Ini saya setuju sebagaimana yang tertera

dalam undang-undang Perkawinan. Apalagi di zaman

sekarang untuk mengurusi apapun perlu adanya data, maka
apabila tidak ada data yang benar akan menyulitkan setiap
urusan. Akan lebih indah bila aturan agama dan aturan
negara dilaksanakan kedua-duanya, karena itu adalah hal
yang paling pokok dalam menjalankan lembaran

kehidupan. 3

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh narasumber inisial SB,
sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

“Sebagaimana  yang tertera dalam  undang-undang

Perkawinan atau KHI, maka Perceraian di depan sidang

Mahkamah Syar’iyah adalah jalan terbaik yang dari

pemerintah. Dengan zaman yang maju ini, maka data harus

tersimpan dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak
diinginkan. Saya setuju dengan adanya ketentuan hukum
yang ada.”"**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan ini
menunjukan bahwasanya masyarakat setuju dengan adanya
Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah, karena hal
tersebut memberikan dampak baik bagi masyarakat. Oleh karena itu,

187 Soerjono  Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam
Masyarakat..., hIm. 245.

1%8Hasil wawancara penulis dengan lbu inisial UK, warga Kampung
Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.

139Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial SB, warga Kampung
Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.
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dari penjelasan para narasumber penelitian, maka dapatlah
memberikan deskripsi bahwasanya sebagian besar masyarakat
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, setuju dengan
adanya Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah. Dan,
mereka beranggapan bahwasanya akta cerai itu adalah hal paling
pokok dalam suatu Perceraian.

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber inisial MS,
sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

“Setelah saya mengurus akta cerai saya di Mahkamah

Syar’iyah dan saya melengkapi semua administrasinya,

barulah saya bisa mengurus mengenai harta bersama dan

hak asuh anak di pengadilan.”*°

Seperti yang telah tampak bahwasanya suatu kesadaran
hukum sangat berkorelasi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.
Oleh karena itu, suatu sikap hukum menyangkut dengan pilihan-
pilihan masyarakat terhadap hukum yang dengan nilai-nilai yang
terdapat pada diri  seseorang. Sehingga pada akhirnya
masyarakat bersikap menyambut suatu hukum atas dasar
penghargaan yang diberikan kepadanya.

Dalam hal ini, tindakan hukum yang dimaksudkan
merupakan masyarakat yang telah bercerai ataupun yang tidak
bercerai di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pada
penelitian ini  mendeskripsikan sikap ataupun penilaian dari
sebahagian besar lapisan masyarakat yang telah melakukan
Perceraian ataupun yang tidak bercerai setuju dengan adanya
Perceraian haru di depan sidang Mahkamah Syar’iyah dengan
adanya bukti akta cerai.

Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah sangatlah
begitu penting agar terlindunginya hak-hak yang akan ditimbulkan
akibat adanya suatu Perceraian, terutama hak istri dan anak-

140Hasil wawancara penulis dengan lbu inisial MS, warga Kampung
Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.
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anak. Manfaat yang ditimbulkan dari Perceraian di depan sidang
Mahkamah Syar’iyah adalah:**

1) Pengadilan merupakan lembaga kekuatan pelindung.

2) Pengadilan merupakan upaya penyelamatan keluarga dan
perkawinan dari kehancuran.

3) Pengadilan menjamin agar penggunaan talak tidak
menyimpang dari ajaran Islam sehingga hak talak
dilakukan benar-benar dalam keadaan darurat.

4) Pengadilan diharapkan dapat berperan dalam menjamin
hak masing-masing pihak sebagai akibat perceraian.

5) Pengadilan dapat menjamin ketentuan hidup para istri,
lebih-lebih lagi bagi suami yang mempunyai istri lebih
dari satu.

6) Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab
terjadinya perceraian.

7) Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan
pelajaran kepada pihak- pihak yang berperkara.

Di tinjau dari banyaknya maslahah yang timbul dari
perceraian di Mahkamah Syar’iyah pada zaman sekarang ini, serta
begitu banyak pula dampak negatif yang timbul jika tidak memiliki
akta cerai, untuk mengikuti ketentuan tersebut, maka masyarakat
yang bercerai di luar sidang Mahkamah Syar’iyah dianggap tidak
sah.

Begitu banyak juga dampak yang akan timbul apabila
perceraian itu tidak dilaksanakan di depana sidang Mahkamah
Syar’iyah, bahkan di zaman ini administrasi itu adalah sesuatu yang
sangat penting, sesuatu yang tidak memiliki administrasi maka akan
dianggap illegal.

d. Pola Perilaku Hukum (Legal Behavior)

Perilaku hukum memperlihatkan di mana seseorang

berperilaku sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Pola

41jtima> Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 1V, Solusi Hukum Islam
terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan (Jakarta: MUI, 2012), him. 60.
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perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang
bertujuan untuk mencapai suatu keserasian tidak hanya
sekedar ketertiban tetapi juga kebebasan. Kiranya dapatlah
diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum
yaitu, (perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau
kriteria akan adanya ketaatan hukum yang cukup tinggi.
Dugaan itilah yang sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah
lebih lanjut mengapa warga masyarakat harus berperilaku
menurut hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan
hal yang sangat identik dengan ketaatan hukum. Pola
perilaku hukum merupakan kriterium ketaatan hukum
apabila warga masyarakat berperilakuan demikian, oleh
karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai
dengan nilai-nilai yang dianut oleh para warga masyarakat
tersebut. Sehingga hukum tadi bukan hanya telah
melembaga bahkan akan mendarah daging.**?

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber
inisial RY. Seperti dalam ungkapannya menyatakan:

“Dalam hal ini saya pernah melaksanakan proses

Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah. Bagi

saya, akta cerai itu adalah terpenting dalam proses

administrasi. Sehingga cerai itu pun akan mendapat

perlindungan hukum dari negara.”**

Narasumber lainnya inisial NA, sebagaimana dalam
ungkapannya menjelaskan:

“Untuk Perceraian, Saya pernah mengurusi proses

Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah. Karena

suatu perceraian tidak cukup diakui oleh agama saja akan

tetapi harus diakui oleh negara juga. Sebab sebagai warga

4250erjono  Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam
Masyarakat..., him. 247.

143Hasil wawancara penulis dengan lbu inisial RY, warga Kampung
Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.
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yang baik, tentulah mentaati aturan yang ada demi kebaikan
kedepannya. ”**
Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber inisial
RB, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:
“Dengan melakukan Perceraian di depan sidang Mahkamah
Syar’iyah, maka proses pembuatan akta cerai pun telah
saya laksanakan. Karena itu adalah perintah undang-
undang atau ketentuan mengenai perceraian "4°
Dari keempat indikator kesadaran hukum tersebut dalam
dimensi perwujudannya dapat memunculkan tingkatan kesadaran
hukum tertentu, sebagaimana yang terdapat masyarakat di
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Indikator itu dapat
dikatakan dalam perspektif penulis dari seluruh ungkapan di atas
dapatlah dianalisis bahwa kesadaran hukum masyarakat di
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tentang Perceraian
di depan sidang Mahkamah Syar’iyah, tergolong relative tinggi.
Sebagaimana juga disampaikan oleh Kepala Mahakamah
Syar’iyah, sebagaimana dalam ungkapannya menjelaskan:
“Menurut penilaian kami dari pihak instansi, bahwasanya
kesadaran masyarakat di Kecamatan Blangkejeren ini sudah
relative tinggi, akan tetapi memang betul ada sebahagian
masyarakat yang enggan untuk mengurus akta cerainya di
Mahkamah Syar’iayah, tetapi jumlahnya lebih sedikit
dibandingkan dengan yang mengurus akta cerai, dan kami
pun dari pihak instansi akan terus berusaha agar semua
masyarakat di saat hendak bercerai agar di depan sidang
Mahkamah Syar’iyah, karna itu akan berdampak baik bagi
semua masyarakat. %

144Hasil wawancara penulis dengan lbu inisial NA, warga Kampung
Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.

145Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial RB, warga Kampung
Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.

146Hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala Mahkamah Syar’iyah,
pada tanggal 04 April 2024.
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Table 1: Kasus perceraian yang disidang melalui Mahkamah
Syar’iyah pada Tahun 2023147

No. | Bulan Cerai Thalak | Cerai Gugat
1 |Januari 3 6
2 | Febuari 6
3 | Maret 6 7
4 | April 1
5 | Mei 1 16
6 | Juni 4 7
7 | Juli 2 10
8 | Agustus 3 6
9 | September 4 9
10 | Oktober 2 12
11 | November 3 4
12 | Desember 2 8

Jumlah 29 92

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwasanya jumlah
perceraian melalui sidang di Mahkamah Syar’iyah sudah tegolong
relatif tinggi.

Jelas bahwasanya disebutkan pada konteks nilai yang
muncul pada kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues memperlihatkan bahwasanya
taraf kesadaran hukum yang diimplementasi sudah relatif tinggi.
Dalam teorisasi kesadaran hukum menyatakan kesadaran atau nilai-
nilai yang terkandung di dalam suatu diri manusia tentang hukum
yang ada.

Jika merujuk pada indikator kesadran hukum menurut
Soerjono Soekanto. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut,
pengetahuan hukum, jika hukum sudah berlaku maka masyarakat
akan diberi pengetahuan tentang isi hukum ini dari pihak yang
berwenang, terkait pemahaman hukum setelah pengetahuan itu di
ketahui maka hal selanjutnya ialah masyarakat harus paham tentang

147 Hasil Dokumentasi di Mahkamah Syar’iyah.
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isi peraturan itu dan disini masyarakat sudah paham akan isi dari UU
No. 1 Tahun 1974 yang mereka peroleh baik dari sosialisasi dan
media sosial. Terkait sikap hukum, yakni terkait masalah nilai-nilai
yang dianggap baik serta hal yang harus dihindari, sebahagian
masyarakat sudah mengetahui akan mamfaat baik dari aturan
bercerai di depan sidang Mahkamah Syar’iyah. Dan perilaku hukum,
yakni tingkat kesadaran hukum tertinggi, kesadaran ini dapat dilihat
dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku
yang nyata, akan tetapi menurut penjelasan bapak kepala Mahkamah
Syar’iyah masih ada juga masyarakat yang enggan melakukan hal
tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapatlah dikorelasikan
dengan teoresasi yang diargumentasikan oleh Soerjono Soekanto
bahwasanya efektivitas hukum dalam masyarakat itu ditentukan
beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:'4®

1) Faktor kesadaran hukum masyarakat
2) Faktor hukum itu sendiri, yaitu apakah hukumnya
memenuhi syarat yuridis, filosofis serta sosiologis.

3) Faktor penegak hukum

4) Faktor fasilitas dan prasarana

5) Faktor budaya hukum

Oleh karena itu, berjalanya suatu peraturan hukum baru akan
menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran
hukum dari segenap masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya
hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.
Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan
menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya,
tanpa melihat sekalian sudut yang terlibat dalam bekerjanya
hukum tersebut. Disisi lain ia juga mempertanyakan mengapa
rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuatan untuk

14850erjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him. 8.
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memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor
apakah yang berhubungan dengan kepatuhan.

Hukum mestilah sesuai dengan kesadaran hukum
masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari
masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan
perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya
jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara
perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga
dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya
merupakan generalisasi dari perasaan hukum.4°

Masalah kesadaran hukum yang timbul apabila nilai-nilai
yang akan diwujudkan dalam suatu peraturan hukum merupakan
nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari
meluasnya fungsi hukum (modern) yang bukan hanya sekedar
merekam kembali tatanan tingkah laku yang sudah ada didalam
masyarakat. la justru akan menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah, sehingga sangat memungkinkan akan
muncul situasi-situasi baru untuk merubah sesuatu yang sudah
ada.15°

Sekalinyapun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum,
namun dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota
masyarakat yang disebutkan sebagai pemegang peran tetap saja
berpola tingkah laku yang sudah sesuai dengan kesadaran
hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-
undang itu rupanya belum terwujud. Lain halnya apabila peraturan
hukum itu bersifat hanya memperkokoh nilai-nilai yang telah ada
dan sudah diresapi oleh anggota masyarakatnya. Ciri-ciri peraturan
hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran

149Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), him. 75.

1%0gatjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni,
1979), him. 144.
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hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak
semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.*!

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis,
diperoleh hasil bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues mengenai perceraian di depan
sidang Mahkamah Syar’iyah dinilai tergolong relatif tinggi.
Sebab terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues yang sudah bercerai di depan sidang
Mahkamah Syar’iya. Dimana hal tersebut berkorelasi dengan
indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan hukum,
pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh
karena itu, apabila seseorang hanya sekedar mengetahui  hukum,
maka dapat dikatakan bahwa tingakat kesadaran hukumnya
masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai
dengan kaidah hukum, maka kesadaran hukumnya sudah tinggi.
Akan tetapi masih ada sebahagian kecil dari masyarakat yang
enggan bercerai di depan sidang Mahkamah Syar’iyah dengan
berbagai alasan.

151Gatjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial..., him. 145.



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Praktik perceraian dalam masyarakat Blangkejeren pada
umumnya sudah mengikuti aturan-aturan sesuai dengan
syariat Islam dan masyarakat sudah mengerti akan syarat
dan rukun-rukun dalam perceraian itu. Adapun tahapnnya
ialah penyelesaian perkara dipihak keluarga, dan
penyelesaian perkara dengan aparat kampung.

2. Alasan yang mempengaruhi sebahagian pelaku perceraian
di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tidak
bercerai di depan sidang Mahkamah Syar’iyah, antara lain
karena alasan: faktor kesadaran hukum masyarakat,
pemahaman terhadap aturan hukum yang sudah tertanam
sejak kecil, memisahkan antara aturan agama dan aturan
negara, perceraian di Mahkamah Syar’iyah memerlukan
waktu yang cukup lama, masyarakat belum paham akan
manfaat perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah,
dan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat.

3. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues tentang perceraian di depan sidang
Mahkamah Syar’iyah dinilai tergolong relatif tinggi, sebab
terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues yang mengurus akta cerainya. Di
mana hal tersebut berkorelasi dengan indikator kesadaran
hukum yang meliputi, pengetahuan hukum, pemahaman
hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu,
apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat
dikatakan bahwa tingkatan kesadaran hukumnya masih
rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai
dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.
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4.2 Saran

1.

Bagi kalangan ~ masyarakat =~ Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues yang belum memiliki akta cerai,
supaya segera mencatatkan Perceraiannya ke Mahkamah
Syar’iyah guna mendapatkan akta sebagai suatu pegangan
ataupun dapat menjadi kekuatan hukum bagi pihak yang
telah bercerai.

. Bagi petugas yang terkait, supaya dapat selalu aktif

mensosialisasikan tentang perlunya bercerai di depan sidang
Mahkamah Syar’iyah dan melakukan penyuluhan-
penyuluhan agama tentang akta cerai dari dampak (impact)
yang ditimbulkan apabila tidak ada akata cerai.

Untuk terus meningkatkan suatu kesadaran hukum, maka
perlu adanya implementasi hukum agar terwujudnya sikap
dan perilaku yang sadar hukum pada masyarakat, agar tetap
teradopsi akan pentingnya bercerai di depan sidang
Mahkamah Syar’iyah.
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Sybah Kuals, Banda Acch
LAMPIRAN PEMEGANG
Prodi 82 Hukum Keluargs Kampos Pascasaraao UIN Ar-Raniry Hands Aceh Jalam Ar-Ranay No, | Kopelma
1 Pascasanesa UIN ArRoniy Beeds  Darussalam,
Acch Sytah Kusle, Bands Acch
2 Jeandi Dusun Kontner Kampung Jawa ,
Blang Kejeen, Geyo Lues
Kampn Pascasatiama UIN Ae-Raniry Harda Aceh Joksn Av-Rany No. | Kopchms
3 Prof D Syaheizal M A Durussalan,

Syial Lulll Bands Aceh
Kampos Pascosanema UIN Ar-Runiey Bands Aceh Ialan Ar-Ranay No. | Kopelna
Darussalam,

4 Dx Jamburi, M. Ag
Syfah Kuala, Bunds Acch




Lampiran V
Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Kepala Mahkamah Syar’iyah
Blangkejeren




Wawancara dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa




Wawancara dengan masyarakat Blangkejeren







Nama

Tempat/Tanggal Lahir :

NIM

Jenis Kelamin
Agama
Status Kawin
Alamat

No. Hp
E-mail
KELUARGA
Ayah

Ibu
PENDIDIKAN
SD

SMP

SMA

PTN S1

PTN S2

BIOGRAFI PENULIS
IDENTITAS PRIBADI

> Juandi

Kampung Jawa 01 Juli 2000

: 221010022

: Laki-Laki

. Islam

. Belum Kawin

: Kampung Jawa Kec. Blangkejeren
: 085247965521

. juandigayo0107@gmail.com

: Kamarudin

: ljahwati

: SDN 3 Blangkejeren, Tahun Lulus 2012
:SMPN 1 Blangkejeren, Tahun Lulus 2015
:SMAN 1 Blangkejeren, Tahun Lulus 2018

‘UIN  Ar-Raniry, Fakultas Syari’ah dan
Hukum, Prodi llmu Hukum (Banda Aceh
dan Lulus Tahun 2022)

:Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prodi Hukum
Keluarga (Banda Aceh dan Lulus Tahun
2024) Banda Aceh



